
 

  

 

 
 

BUPATI INDRAGIRI HULU 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU 

NOMOR   58 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 51 

TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI INDRAGIRI HULU, 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka percepatan penyaluran dan 

penyerapan anggaran di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Indragiri Hulu; 
  b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan 

keuangan yang efektif dan efisien perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hulu 

Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri 

Hulu Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;  
 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2754); 

3. Undang-Undang … 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286);  
  4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);   
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 

Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 

Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3); 

 
 

MEMUTUSKAN : … 

 
 

  

 
 

 

 
 



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 51 TAHUN
2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pasal I

Ketentuan dalam Bab III Lampiran Peraturan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 51)
mengenai Pelaksanaan dan Penatausahaan pada huruf L, huruf
M, huruf O, dan huruf P diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 4 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKU

s oy

TRI JONI, S.H., M.M.
NIP. 19710603 199803 1 005



 

LAMPIRAN  : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU 

  NOMOR  :   58 TAHUN 2023 

  TANGGAL  : 4 September      2023 
 

BAB III 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

 
L.  PERMINTAAN PEMBAYARAN 

1.  Ketentuan Umum 

a.  Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses 

awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait 

sekaligus sebagai proses pembebanan rekening Belanja. 
b. Proses permintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, 

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dapat dilakukan 

secara elektronik. 
c.  Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui 

PPK-SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan dengan SPD. 
d.  Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran 

SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu melalui PPK-Unit SKPD berdasarkan SPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 
e.  Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran 

anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD atau dokumen 
lain yang dipersamakan dengan SPD. 

f. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP-

UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS. 
g. SPP yang dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu 

terdiri atas SPP-TU dan SPP-LS. 

h.  Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP, dengan 

melampirkan Keputusan Bupati tentang besaran UP. 

i.  Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP, dilampiri 
dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP. 

j.  Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan UP 

diatur dalam surat edaran bupati. 
k.  Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mengajukan SPP-TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat 

mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-
UP/GU. 

l. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, 

sisa TU disetor ke rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP-TU 
dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan. 

m. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk: 

1)  Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; 

dan/atau 
2)  Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah 

ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali 

PA/KPA. 
n. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran: 

1) gaji dan tunjangan; 
2)  kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; 



 

3)  kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

4)  pengeluaran pembiayaan 
o. Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan 

barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian 

kewenangannya kepada KPA. 
p. Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan 

barang dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari 
sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. 

q.   Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan 

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

r. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan LS 

diatur dalam surat edaran bupati. 
s.  Bendahara Pengeluaran mencatat Pengajuan SPP dalam Register 

SPP. 

t.  Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD 
diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. 

u.  Pengajuan SPP-UP mengacu pada Keputusan Bupati tentang 

besaran UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran 

bahwa uang persediaan akan digunakan sesuai dengan 
peruntukannya. 

v. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah 

diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi 
besaran UP; 

w.  Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak 

terkait lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. 

x.  Dihapus. 

y.   Dihapus. 
z.  Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari 

RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, 

pembayaran gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS 

dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari 
RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu). 

aa.SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk 
pembayaran antara lain: 

1) hibah berupa uang; 

2)  bantuan sosial berupa uang; 
3)  bantuan keuangan; 

4)  subsidi; 

5)  bagi hasil; 
6)  belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan 

penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya; 

7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 

rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK. 
bb. SPP-LS juga digunakan untuk pembayaran pengeluaran 

pembiayaan. 

cc.Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan 
sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

dd. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e- billing 
untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik 

kepada PPTK. 



 

ee. Dokumen SPP yang diajukan dibuat rangkap 2 (dua) disampaikan 

kepada: 

1)  Lembar asli untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD; 
2)  Lembar kedua untuk Bendahara Pengeluaran. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP, dilakukan sebagai 

berikut: 
1)  Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan 

besaran UP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. 

2)  Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan 
pembayaran UP tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui 

PPK-SKPD. 

3)  Pengajuan SPP-UP terdiri atas : 
a)  Surat Pengantar SPP-UP; 

b)  Ringkasan SPP-UP; 

c)  Rincian Rencana Penggunaan SPP-UP; 
d)  Fotokopi SPD atau dokumen lain yang dipersamakan 

dengan SPD; 

e)  Keputusan Bupati tentang besaran UP; 
f)  Draft surat pernyataan untuk ditandangani oleh Pengguna 

Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak 

digunakan untuk keperluan selain UP saat pengajuan 

SP2D kepada BUD/Kuasa BUD; 
g)  Checklist kelengkapan dokumen SPP-UP yang akan diteliti 

oleh PPK-SKPD; 

h)  Lampiran lain yang diperlukan. 
 

b.  Pengajuan Permintaan Pembayaran GU, dilakukan sebagai 

berikut: 
1)  Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. 

2)  Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA 
melalui PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan 

Pertanggungjawaban UP. 

3)  Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang 

dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. 
4)  SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 

50% (lima puluh persen). 

5)  Dalam hal SKPD anggaran belanjanya dirasionalisasi di atas 
atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari total belanja 

SKPD, maka pengajuan SPM-GU dapat diberikan apabila dana 

UP telah digunakan sekurang- kurangnya 35% (tiga puluh 
lima persen) dari dana UP yang diterima. 

6)  Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP 

yang disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran 
menyiapkan: 

a)  LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi 

yang lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan 

terkait. 
b)  Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam 

SPP-GU. 

7)  Pengajuan SPP-GU terdiri atas: 
a)  Surat Pengantar SPP-GU; 

b)  Ringkasan SPP-GU; 

c)  Rincian Rencana Penggunaan SPP-GU; 
d)  Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP 

beserta bukti transaksi yang sah dan lengkap; 



 

e)  fotokopi SPD; 

f)  draft Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh 

Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang 
diminta tidak digunakan untuk keperluan selain Ganti UP 

saat pengajuan SP2D kepada BUD/Kuasa BUD; 

g)  Khusus Pengadaan Tanah dengan mekanisme SPP- GU 

yaitu pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) 
hektar dilengkapi persyaratan daftar nominatif pemilik 

tanah yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; 

h)  Checklist kelengkapan dokumen SPP-GU; dan  
i)  lampiran lain yang diperlukan. 

 

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU 
1) Pengajuan Permintaan Belanja TU: 

a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan 

didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-
SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana 

tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan 

belanja TU, yaitu: 
(1) Kegiatan yang bersifat mendesak; 

(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-

UP/GU; digunakan. 

(3)  digunakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan pada 
BUD/Kuasa BUD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 

SP2D diterbitkan; 

(4)  apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa 
dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara 

Pengeluaran Pembantu harus disetor ke Rekening Kas 

Umum Daerah; 
(5) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (3) 

dan angka (4) tidak dipenuhi, kepada SKPD yang 

bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU untuk sub 
kegiatan yang sama sepanjang sisa tahun anggaran 

berkenaan; 

(6) ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 

(2) dan angka (3) dikecualikan untuk kegiatan yang 
mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan 

yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang diterangkan 
dalam surat keterangan Pengguna Anggaran. 

b)  PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU 

sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang 
didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja 

TU. 

c)   PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana 
Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan 

persetujuan. 

d) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar 

Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD. 
 

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU 

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU 

sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran TU. 

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu meneliti rencana belanja TU dengan langkah 

sebagai berikut: 



 

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; 

(2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 
belanja terkait telah disediakan; 

(3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen 

yang mendasarinya; 

c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu menyiapkan permintaan TU yang 

didokumentasikan dalam SPP-TU; 

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu mengajukan persetujuan permintaan 

pembayaran TU tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-

SKPD. 
e) Pengajuan SPP-TU terdiri atas:  

(1) Surat Pengantar SPP-TU; 

(2) Ringkasan SPP-TU; 
(3) Rincian Rencana Penggunaan TU;  

(4) fotokopi SPD; 

(5) fotokopi DPA; 
(6)  Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan 

bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk 

keperluan selain TU Persediaan; 
(7)  surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan 

pengisian tambahan TU; 

(8) Checklist kelengkapan dokumen SPP-TU; 
f) Pengajuan SPP-TU untuk Pengadaan Tanah dilengkapi 

dokumen sebagai berikut: 

(1) pengadaan tanah dengan luas kurang dari 1 (satu) hektar 
dilengkapi persyaratan daftar nominatif pemilik tanah 

yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan 

(2) pengadaan tanah dengan luas lebih dari 1 (satu) hektar 
dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah dan 

dilengkapi dengan Daftar Nominatif Pemilik Tanah dan 

besaran harga tanah yang ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran dan diketahui oleh Panitia Pengadaan Tanah. 
g) Pengajuan SPP-TU untuk Belanja Tidak Terduga dilengkapi 

dokumen sebagai berikut: 

(1)  BTT Keadaan darurat dilampiri dengan : 
-  ketetapan status tanggap darurat oleh Bupati; 

-  rencana kebutuhan belanja dari SKPD; 

- surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang membidangi 
bahwa dana TU tersebut tidak digunakan untuk 

keperluan selain pemberian keadaan darurat; dan 

-  lampiran lainnya yang diperlukan. 
(2)  BTT Bansos yang tidak direncanakan dilampiri: 

- Pernyataan tanggungjawab Kepala SKPD; 

- Lampiran lain yang diperlukan. 

h) BUD berhak menolak SPP-TU yang tidak sesuai ketentuan. 
sd.  Dihapus 

e.  Pengajuan Permintaan Pembayaran LS 

1)  Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan 
(a)  PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan 

sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS 

Gaji dan Tunjangan. 
(b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi: 



 

(1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh 

pejabat sesuai kewenangan. 

(2)  Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai 
yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang 

meliputi: 

-  Gaji induk; 

-  Gaji susulan; 
-  Kekurangan gaji; 

-  Gaji terusan; 

- Rekapitulasi gaji induk/susulan/kekurangan gaji/gaji 
terusan; 

-  SK CPNS; 

-  SK PNS; 
-  SK kenaikan pangkat;

-  SK jabatan; 

-  kenaikan gaji berkala; 
-  surat pernyataan pelantikan; 

-  surat pernyataan melaksanakan tugas; 

-  daftar keluarga (KP4); 
-  fotokopi surat nikah; 

-  fotokopi akte kelahiran; 

- surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) 

gaji; 
-  surat keterangan masih sekolah/kuliah; 

-  surat pindah; 

-  surat kematian; 
-  e-Billing PPh Pasal 21; dan 

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan 

peruntukannya. 
(3) Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan 

pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan 

Bupati/Wakil Bupati. 
(c) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan 

dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran 

memverifikasi rencana belanja gaji dan tunjangan dengan 

langkah sebagai berikut: 
(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak 

melebihi sisa anggaran; 
(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 

untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan 

telah disediakan; 
(3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji. 

(d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran 

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji 
dan Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS 

Gaji dan Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan 

kepada PA melalui PPK-SKPD. 

(e) Dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan terdiri dari: 
(1) Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan;  

(2) Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan; 

(3) Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Gaji dan 
Tunjangan; 

(4) Checklist kelengkapan dokumen SPP-LS Gaji dan 

Tunjangan. 
 



 

2)  Pengajuan Permintaan Pembayaran LS TPP (termasuk 

Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah) 

(a)  Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk 
pembayaran belanja TPP sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran guna 

memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran. 

(b)  Dokumen SPP-LS untuk belanja TPP terdiri dari:  
(a) Surat Pengantar SPP-LS; 

(b)  Ringkasan SPP-LS; 

(c)  Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;  
(d)  Fotokopi SPD; 

(e)  Fotokopi DPA; 

(f)  E-billing PPh rangkap 3 (tiga) sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait perpajakan; 

(g)  Rekap Tambahan Penghasilan; 

(h)  Rekap absen dari instansi yang berwenang; 
(c) Pengajuan SPP LS Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi 

Daerah dilampiri dengan: 

(1)  Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah pada pengajuan pertama tahun 

anggaran berkenaan; 

(2)  Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besarnya 
Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi 

Daerah; 

(3)  Berita Acara Rekonsiliasi antara SKPD pelaksana 
pemungut pajak dan retribusi daerah dengan PPKD; 

(4)  Daftar Penerima Insentif; 

(5)  Checklist kelengkapan dokumen SPP-Gaji dan 

Tunjangan/TPP yang akan diteliti oleh PPK-SKPD; dan 
(6) E-Billing Pajak. 

(7)  Lampiran lainnya yang diperlukan. 

 
3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang 

dan Jasa 

(a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa 

dengan mengacu kepada berita acara dan dokumen 

pengadaan. 
(b) Dokumen SPP LS Pengadaan barang dan jasa terdiri dari: 

(1) Surat Pengantar SPP-LS;  

(2) Ringkasan SPP-LS; 

(3)  Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;  
(4) Dokumen kontrak; 

(5)  Fotokopi SPD; 

(6)  Billing Pajak disertai faktur pajak (PPN dan PPh); 
(7)  Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat 

Pembuat Komitmen; 
(8) berita acara penilaian pekerjaan; 

(9)  berita acara serah terima pekerjaan;  

(10)berita acara pembayaran; 
(11)surat jaminan bank; 

(12)surat referensi/keterangan bank; 

(13)surat pernyataan kesanggupan dari pihak 

lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan seratus 
persen sampai dengan berakhir masa kontrak; 



 

(14)dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-

kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar 
negeri; 

(15)surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan 

barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; 

(16)surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan 
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami 

keterlambatan; 

(17)foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian 
pekerjaan; 

(18)potongan BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS 
Ketenagakerjaan); 

(19)khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan 

harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita 
acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan 

bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan 

waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat 

penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan 
rincian dalam surat penawaran, kecuali konsultan 

penelitian tidak perlu melampirkan; 

(20)fotokopi nomor rekening bank pihak penerima uang; 
(21)fotokopi NPWP; dan 

(22)bukti setor pembayaran pajak restoran atas pengadaan 

makanan dan/atau minuman atas beban kontraktual 
yang bersumber dari APBD.  

(23)Checklist kelengkapan dokumen SPP-LS; 

 
Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan 

kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan 

barang dan jasa yang dilakukan. 

(c) Pengajuan SPP LS Pengadaan tanah dilampiri pula dokumen 
sebagai berikut: 

(1) Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang 

luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di Daerah; 
(2) Fotokopi bukti kepemilikan tanah; 

(3)  Surat Penetapan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan 

Bangunan tahun transaksi;  
(4) Surat persetujuan harga; 

(5)  Pernyataan dari penjual bahwa tanah tercantum tidak 

dalam sengketa dan tidak dalam agunan; 
(6) Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/Akta Jual Beli di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah; 

(7) Billing Pajak Penghasilan final atas pelepasan hak; 

(8) Surat Pelepasan Hak Adat (bila diperlukan); dan 
(9) Daftar nominatif pemilik tanah. 

(d) Pengajuan SPP LS pengadaan hibah/bansos barang/jasa 

dilampiri pula dokumen sebagai berikut: 
(1)  SK Bupati Penetapan Penerima Hibah/Bansos 

barang/jasa; 

(2) NPHD; dan 
(e)  Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran 

Pembantu memverifikasi rencana belanja pengadaan 

barang dan jasa dengan langkah antara lain: 



 

(a) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 

untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan 

diajukan telah disediakan; 
(b)  Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan 

tidak melebihi sisa anggaran; 

(c) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas 
tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST), 

dan dokumen pengadaan barang dan jasa. 

(f) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS 

Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan 
dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa. 

(g) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu mengajukan persetujuan permintaan 
pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut 

kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD. 

 
4)  Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga 

Lainnya 

(a)  Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya 
dengan mengacu kepada keputusan Bupati dan dokumen 

pendukung lainnya. 

(b)  Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

dihitung berdasarkan keputusan Bupati dan/atau 

dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh 
bendahara pengeluaran. 

(c)  Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu memverifikasi rencana pembayaran kepada 
pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan dengan langkah antara lain: 

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan 

diajukan tidak melebihi sisa anggaran; 

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 
untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang akan diajukan telah disediakan; 
(3)  Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan 

berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen 

pendukung lainnya. 
(d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan 

Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang 

didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga 
lainnya. 

(e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu mengajukan persetujuan permintaan 
pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada 

PA/KPA melalui PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD. 

(f) Dokumen SPP LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk 
Hibah berupa uang, terdiri dari: 

(1)  Surat Pengantar SPP-LS;  



 

(2)  Ringkasan SPP-LS; 

(3)  Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;  

(4)  fotokopi SPD; 
(5)  fotokopi DPA; 

(6)  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari penerima 

Hibah; 

(7)  Naskah Perjanjian Hibah Daerah bermaterai sesuai 
ketentuan tentang bea materai; 

(8)  Akta Badan Hukum Penerima Hibah telah terdaftar pada 

kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak 
asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan 

atau peraturan terkait pembentukan penerima hibah; 
(9)  Usulan tertulis dari calon penerima Hibah kepada Bupati; 

(10)SK Alokasi bagi Penerima Hibah; 

(11)Rekapitulasi daftar penerima Belanja Hibah beserta 
nominal yang diterima dan nomor rekening bank; 

(12)Pakta integritas; 

(13)Fotokopi Nomor Rekening Bank dari pihak penerima uang 
jika satu penerima, atau Fotokopi Nomor Rekening Bank 

penerima serta daftar nama dan nomor rekening bank 

pihak penerima uang jika banyak penerima; 

(14)Surat Keterangan dari bank yang menyatakan bahwa 
nomor rekening yang dilampirkan masih aktif; 

(15)Checklist kelengkapan dokumen SPP Hibah; dan 

(16)lampiran lainnya yang diperlukan. 
(g) Dokumen SPP LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk 

Belanja Bantuan Sosial berupa uang, terdiri dari: 

(1) Surat Pengantar SPP-LS;  
(2) Ringkasan SPP-LS; 

(3)  Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;  

(4) fotokopi SPD; 
(5)  fotokopi DPA; 

(6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari penerima 

Bantuan Sosial; 

(7) Usulan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial 
kepada Bupati yang telah diverifikasi oleh SKPD yang 

membidangi; 

(8) Rekapitulasi daftar penerima Belanja Bantuan Sosial 
beserta nominal yang diterima dan nomor rekening bank;  

(9)  SK Alokasi bagi Penerima Bantuan Sosial Uang;  

(10)Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Uang yang 
akan diserahkan dari SKPD kepada Penerima;  

(11)Fotokopi Nomor Rekening Bank dari pihak penerima uang 

jika satu penerima, atau Fotokopi Nomor Rekening Bank 
penerima serta daftar nama dan nomor rekening bank 

pihak penerima uang jika banyak penerima;  

(12)Surat Keterangan dari bank yang menyatakan bahwa 

nomor rekening yang dilampirkan masih aktif;  
(13)Checklist kelengkapan dokumen SPP-Bantuan Sosial; dan 

(14)lampiran lainnya yang diperlukan. 

(h) Dokumen SPP LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk 
Belanja Bantuan Keuangan, terdiri dari: 

(1) Surat Pengantar SPP-LS;  

(2) Ringkasan SPP-LS; 
(3)  Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;  

(4) fotokopi SPD; 



 

(5)  fotokopi DPA; 

(6) Rekapitulasi daftar nama penerima Bantuan Keuangan 

beserta jumlah nominal Bantuan Keuangan dan nomor 
rekening bank; 

(7) Peraturan Bupati atau peraturan perundang- undangan 

lainnya yang mendasari pemberian Belanja Bantuan 

Keuangan; 
(8) Peraturan Bupati/SK Bupati yang menetapkan besaran 

Alokasi penerima Bantuan Keuangan; 

(9)  Usulan pengajuan pencairan dari penerima Bantuan 
Keuangan; 

(10)Untuk Bantuan Keuangan Desa juga melampirkan 

dokumen yang berkaitan dengan penganggaran dan 
penatausahaan Pemerintah Desa; 

(11)Terhadap 1 (satu) penerima melampirkan fotokopi Nomor 

Rekening Bank penerima Bantuan Keuangan, terhadap 
banyak penerima melampirkan Fotokopi Nomor Rekening 

Bank penerima beserta daftar nama dan nomor rekening 

bank pihak penerima Bantuan Keuangan; 
(12)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari 

penerima; 

(13)Checklist kelengkapan dokumen SPP-Bantuan Keuangan 

yang akan diteliti oleh PPK-SKPD; 
(14) Lampiran lainnya yang diperlukan. 

(i)  Dokumen SPP LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk 

Belanja Subsidi terdiri dari: 
(1) Surat Pengantar SPP-LS;  

(2) Ringkasan SPP-LS; 

(3)  Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;  
(4) fotokopi SPD;  

(5)  fotokopi DPA; 

(6) Peraturan Bupati atau peraturan perundang- undangan 
lainnya yang mendasari pemberian Belanja Subsidi; 

(7) Permohonan pencairan dari penerima Subsidi ke Dinas 

teknis; 

(8) Fotokopi nomor rekening bank pihak penerima Subsidi; 
(9)  Checklist kelengkapan dokumen SPP-Subsidi; dan 

(10) Lampiran lainnya yang diperlukan. 

(j) Dokumen SPP LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk 
Belanja Bagi Hasil terdiri dari: 

(1) Surat Pengantar SPP-LS;  

(2) Ringkasan SPP-LS; 
(3)  Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;  

(4) fotokopi SPD; 

(5)  fotokopi DPA; 
(6)  Peraturan Bupati yang mendasari pemberian Belanja Bagi 

Hasil; 

(7) Peraturan Bupati/SK Bupati alokasi penerima Bagi Hasil; 

(8) Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemerintah 
Daerah dengan pihak ketiga; 

(9)  Usulan permohonan dari penerima Bagi Hasil ke Dinas 

teknis; 
(10)Rekapitulasi daftar penerima Belanja Bagi Hasil beserta 

nominal yang diterima dan nomor rekening bank dari 

Dinas teknis; 
(11)Fotokopi nomor rekening bank pihak penerima Belanja 

Bagi Hasil; 



 

(12)Checklist kelengkapan dokumen SPP Bagi Hasil; dan 

(13) lampiran lainnya yang diperlukan. 

(k)  Dokumen SPP-LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk 
Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengembalian atas 

kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah 

ditutup, terdiri dari: 

(1) Surat Pengantar SPP-LS;  
(2) Ringkasan SPP-LS; 

(3)  Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;  

(4) fotokopi SPD; 
(5)  Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, 

yang dilampiri: 

-  bukti setor penerimaan daerah; 
-  rekomendasi APIP/BPK (bila ada); 

-  putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan 

sudah tidak ada upaya hukum lainnya dan/atau 
- SKLB/SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

-  informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
-  Bukti verifikasi atas kelebihan penerimaan daerah 

tahun sebelumnya dari BUD yang menunjukkan kode 

rekening jenis penerimaannya; 

-  fotokopi nomor rekening bank pihak penerima uang; 
(6)  Checklist kelengkapan dokumen SPP Belanja Tidak 

Terduga; dan 

(7) lampiran lainnya yang diperlukan. 
(l) Dokumen SPP-LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk 

Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat dan 

Mendesak sesuai ketentuan perundang-undangan, terdiri 
dari: 

(1) Surat Pengantar SPP-LS;  

(2) Ringkasan SPP-LS; 
(3) Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;  

(4) fotokopi SPD; 

(5)  fotokopi DPA; 

(6)  Pernyataan Status Tanggap Darurat oleh Bupati 
dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan perundang-

undangan; 

(7) Rencana Kebutuhan Belanja dari SKPD teknis terkait; 
(8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari SKPD 

teknis terkait; 

(9) Checklist kelengkapan dokumen SPP-Belanja Tidak 
Terduga; dan 

(10)lampiran lain yang diperlukan sesuai perundang-

undangan 
(m) Dokumen SPP-LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk 

Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang Tidak 

Direncanakan Sebelumnya, terdiri dari: 

(1) Surat Pengantar SPP-LS;  
(2) Ringkasan SPP-LS; 

(3)  Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;  

(4) Fotokopi SPD; 
(5)  Fotokopi DPA; 

(6)  Tanda Bukti Pengeluaran bermaterai, yang 

ditandatangani PPTK serta disetujui oleh Pengguna 
Anggaran; 



 

(7) Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima 

bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang 

berwenang kepada Bupati yang telah diverifikasi oleh 
SKPD yang membidangi;  

(8) Persetujuan Bupati; 

(9)  SPTJM dari SKPD teknis; 

(10)Fotokopi nomor rekening bank pihak penerima. 
(11)Checklist kelengkapan dokumen SPP Belanja Tidak 

Terduga; 

(12)Lampiran lainnya yang diperlukan. 
(n) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran kewajiban pemda atas 

keputusan pengadilan dan rekomendasi APIP dan/atau 

rekomendasi BPK, terdiri dari: 
(1) Surat Pengantar SPP-LS;  

(2) Ringkasan SPP-LS; 

(3) Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;  
(4) fotokopi SPD; 

(5)  fotokopi DPA; 

(6) Keputusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan 
/atau rekomendasi BPK; 

(7) Fotokopi Nomor Rekening Bank sesuai yang tercantum 

dalam Keputusan pengadilan, dan rekomendasi APIP 

dan/atau rekomendasi BPK; 
(8) Checklist kelengkapan dokumen SPP Belanja Tidak 

Terduga; dan  

(9)  Lampiran lainnya yang diperlukan. 
(o) Dokumen SPP-LS untuk Belanja Bunga, terdiri dari: 

(1) Surat Pengantar SPP-LS;  

(2) Ringkasan SPP-LS; 
(3)  Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;  

(4) fotokopi SPD; 

(5)  Fotokopi DPA; 
(6)  Laporan Keuangan Tahun lalu; 

(7)  dokumen pinjaman yang menyebutkan kewajiban 

pembayaran Bunga dan ketentuannya; 

(8) Permohonan pencairan dari Dinas teknis;  
(9)  Fotokopi nomor rekening bank; 

(10)Checklist kelengkapan dokumen SPP-LS Belanja Bunga;  

(11)Lampiran lainnya yang diperlukan. 

(p) Dokumen SPP-LS untuk Pengeluaran Pembiayaan, terdiri 
dari:  

(1)  Surat Pengantar SPP-LS; 

(2)  Ringkasan SPP-LS; 

(3)  Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS; 

(4)  Fotokopi SPD; 

(5)  Fotokopi DPA; 

(6)  Checklist kelengkapan dokumen SPP-LS Pengeluaran 

Pembiayaan; 
(7) Peraturan Daerah yang mendasari pengeluaran 

Pembiayaan yang berupa Penyertaan Modal atau Dana 

Cadangan; 
(8) Peraturan Bupati yang mendasari pengeluaran 

Pembiayaan yang berupa Dana Talangan; 

(9) Keputusan Bupati tentang penetapan penerima 

Pembiayaan yang berupa Dana Talangan; 



 

(10)Fotokopi Nomor Rekening Bank pihak penerima, yang 

dilengkapi daftar nama penerima dan nomor rekening 

bank untuk penerima lebih dari satu. 
 

3. Dokumen Terkait 

 Dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut:

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

1) Surat Pengantar 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
SKPD 

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 

 
 

PEMBAYARAN UP/GU/TU/LS*) 

 (SPP UP/GU/TU/LS*) 
Nomor :.............................  

Tahun............................. 

 
Kepada Yth.  

Pengguna Anggaran/  

Kuasa Pengguna Anggaran  
SURAT PENGANTAR SKPD................................. 

Di Tempat 

 
 

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor……. Tahun 

......... tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS*) sebagai berikut : 
a. Urusan Pemerintahan :  

b. SKPD      : ………………………………………..  

c. Tahun Anggaran    : ……………………………………….. 
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor  : ……………………………………….. 

e. Jumlah SPD     : ………………………………………..  

(terbilang   : ……………………………………….. 
f. Nama Bendahara Pengeluaran  : ……………………………………….. 

g. Jumlah Pembayaran Yang  

  Diminta     : ……………………………………….. 
(terbilang   : ……………………………………….. 

h. Nama dan Nomor Rekening  

Bank     : ……………………………………….. 

 
 

  Rengat, …………………20… 

  Bendahara Pengeluaran 
 

 

  Nama lengkap 
  NIP. 

 

 
 

*) coret yang tidak perlu 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

2) Ringkasan SPP UP 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

SKPD 

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

a4

SURAT PERMITAAN PMBAYAAN (SPP}
Nomor

UangPesediaan
SPP-UP

1. Nma SKPD
2. NamaPenggenaAngraran ff
3. Nama Bendahara Penseruaran
4 NPA? Hendanara Peoge lcaran
5. Nama Bank
6 NamockrexeningBank 0 2 ee

7. Untuk heperican
68. Dasar Pengrluaran SPD... Nemar. . tanggal .

Se besar Rp
(Tertdbamg ce ce te )

Bo Ureien
5

i {SPD

Tanggal
- amor. . Ra

Tanggal -

[N anor. Ire
Dist - IDs: Rp

a |SP2D Sebclumaznya

Tanggal- amor . .

[Rp

Tanggal -

IS amor. lep
Dst [Ds [Rp

Pads SPP un ditetaphan wmpuas lampian wing @pestukan sehagaimana teresa peda daar belengkapan dokumen SPP ins

Lesher Ach Urntia Penge AaggaranFRK-SIPD

tanggal
Bendahara Peageiuaran

(tanda tangan)

(nama kengkay
NIP.

al

1: Uta Kus
2: Bena

Saleen 3: irt.e Arup Sencatera Pergdusan



 

 

3) Rincian Rencana Penggunaan SPP-UP 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

SKPD 

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

a4

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Nomor :

Tahun Anggaran
°

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

TOTAL...........-.-+0

Terbilang: #4 rupiah #8

Mengetahui /Menyetujui: (Tempat, Tanggal)

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengka {Nama Lengkapy

NIP NIP

No | Kode Rekening Uraian | Nila: Rupah
Nama Kepatan/Sub kegiatan 1

1. XC UK XXX
2. XC
3. fast

Nama Kepatan/Sub Kegiatan 2

4. PX SOAK XXX IKK
5.

6.

7 W

dst
Nama Kepiatan/Sub Kegiatan 3

9. Kx
10. fast

8.



 

 

4) Surat Pernyataan Pengajuan UP 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

SKPD 

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP 

    Nomor : 
 

 

Sehubungan dengan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-
UP) Nomor ....... tanggal ........ yang kami ajukan sebesar 

Rp..........(terbilang..........................................). Untuk keperluan SKPD ............. 

Tahun Anggaran ........... dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 
 

 

1. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut di atas akan dipergunakan untuk 

keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai 
DPA-SKPD. 

 

2. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku 

harus dilakukan dengan Pembayaran langsung (LS). 

 
 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan 

pengajuan SPP-UP SKPD kami. 
 

 

..........., ................ 

 
 

Pengguna Anggaran 

 
(tanda tangan) 

 

 
.......................... 

                NIP.

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

sh
ie
s,



 

 

5) Checklist Kelengkapan Dokumen SPP 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

SKPD 

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-UP 

 

 

  Surat Pengantar SPP-UP 
  Ringkasan SPP-UP 

  Rincian rencana penggunaan SPP-UP 

  Fotokopi SPD 
  Rincian perhitungan Uang Persediaan 

  Keputusan Bupati tentang besaran UP 

 Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta. 

Tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat 

pengajuan SP2D kepada kuasa BUD. 

  Lampiran lain yang diperlukan. 
 

 

..........., ................ 
 

 

PPK SKPD  
(tanda tangan) 

.......................... 

                NIP.
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

6) Ringkasan SPP GU  

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
SKPD 

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

a4

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor-

eati Vang Persdisan
SPP.GU

1. Nama KPD
2. amaPensuna Angepran
3. NamaBendaharaPengeluaran fF ees

4. NPWP Bendahara Penge luaran
5. Nama Bank
6. Namor Rekening Bank .

7. Untuk Keperiuan
8. Dasar Pengeluaran SPD ......... Nomar tanggal

Se te sar: Rp

[l Terbdang. 1

Re Oraian

if Z

1 |SPD

Tanggal : Nomor: .. Rp

Tanggal : Nam ar Rp

Dst - Det. Ro

a |SP2D Sebclumays

Tanggal Nom or Ra

Tanggal : . Noam or . PRp

Pada SPP mi anetapkan Lamparan lamprran yang dope riukan se begeumana terera pada dafiar belie ogkapan dokumen SPP im

tanggal
Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Dat

Sattnan1: tase BU0
Salean2: Pengetuaran

3 Urtue Bendatana Pengelusran



 

 

 

7) Rincian Rencana Penggunaan SPP-GU 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

SKPD 

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

a4

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARANGANT! UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)
Nomar:
Tahun Anggaran

-
no

WWEOGGM

Terbdang pan tt

Mesoe tah | Meevericus (Tempe:. Tanggad

Penggana Anggaren Bendahara Peagelearen

[Rama Lengkag [Roma Lengkags
NP

No Mab PRecening Uraran Nota flupah
WNares Kepacain: Subde patan :

X TKK LE
}

-. Bo Be Be Be Bae

3. dst

Name beatin: Subdegatan 2

4. PLO JO LO
IK RIK KOR

é.
PL XK IK AK XK TOK

«
e PRK EK OK
a hist

Naces Ke Subde patan 3

9. XI I,
AU. dst

i.
x.

LyPl

a



 

 

8) Surat Pernyataan Pengajuan GU 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
SKPD 

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 

 
 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-GU 

Nomor : 
 

 

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang 
Persediaan (SPP-GU) nomor …… tanggal …….. yang kami ajukan sebesar 

Rp.............. (terbilang........................). Untuk keperluan SKPD ....... Tahun 

Anggaran .........., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 
 

1.  Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut di atas akan dipergunakan 

untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan 

sesuai DPA-SKPD. 
2.  Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut tidak akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku 

harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS). 
 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan 

pengajuan SPP-GU SKPD kami. 
 

 

..........., ................ 
 

Pengguna Anggaran 

 

(tanda tangan) 
 

 

.......................... 
                NIP.

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

9) Checklist Kelengkapan Dokumen SPP 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

SKPD 

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-GU 

 

 

  Surat Pengantar SPP-GU 
  Ringkasan SPP-GU 

  Rincian rencana penggunaan SPP-GU 

 Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP beserta bukti 
transaksi yang sah dan lengkap 

  Fotokopi SPD 

 Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang 
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakanuntuk 

keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa 

BUD. 

  Lampiran lain yang diperlukan. 
 

 

 
 

...........,................ 

 
 

PPK SKPD 

(tanda tangan) 
.......................... 

NIP.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

O
O
o

a
a

a



 

 

 

10) Ringkasan SPP TU 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomar :

Tambahan Uang Persediaan
SPP.T

Naow SKD Unit Kena
Wnke clan Nana Sab e opalass
Nam Penwpiane Anpgpeats /Kunae Pecogune Anupam
Nasu PPTK

Nanu Beratabsra Penype liaise Pe coaetivasan Penitentu

NP@P Pe nug lun) Brntvbaiw Penge tua en Pealml
Natus Phra
Nuns Rearcanp Hank

Uruk Re perf sats

$0) Dasa Pengelussen SPD 0... Nem

Trrmpgl = eee PRE

aes

[homue.
oP Rp

Cat Jost. Rp

0 [8P2D Sebclumays

Tecgpppal JRemor.
ee ee on PR

Terwypl fXomer.
ee oe PR

|
See

|
Ce

Pula SPP ini chtetapken lacutan-lempusn yang dope duken s¢bagumane testetn penka daftar kelengkipan diukumen SPP mi

Beadshara Pengelsaran/BeadshersPepbat Pelakenns Teknis Kegistan P Pembaatu

[tanda tangan) (anda tangan)

{nama lengkap (nama le ngkapl
NIP. NIP.

Lembar AsS . Unes Pongoura Anggarary PP 90D
Salinan’ Lit.+ Kx BLOSafinan2 | Lrt.s Gensahasa Pengeduan/PrTK
Safinan 3 . Ars Bendahara Pengedin aryPPTK

Rp

wagul

Rp



 

 

11) Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU  

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
Nomor :

Tahun Anggaran
-

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Terbilang : #4 ruptah #8

Me nge tahui /Menyerujui: (Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Peageluaran

Pengguna Anggaran /Knasa Pengguna Anggaran P ’ te

(Nama Lengkap) {Nama
Lengkap

NIP NIP

No
|

Kode Rekening | Uraian | Nilai Rupiah
Nama Ke giatan/Sub Kegiatan |

1. box 0K
2. POX
3. fast

Nama Kegatan/Sub Kegiatan 2

$. boo
5

6. bx sc KKK

(. XK
8. dst
Nama Kegatan/Sub Ke giatan 3

9. Bx souxx

10. fst

aa/

ry



 

 

12) Surat Pernyataan Pengajuan TU  

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-TU 
Nomor : 

 

 
Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang 

Persediaan (SPP-TU) nomor ………. Tanggal ………….. yang kami ajukan sebesar 

Rp......... (terbilang...........) untuk keperluan SKPD............... Tahun Anggaran 
......, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 

 

1. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut di atas akan 

dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan yang tidak 
dapat ditunda. 

2. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang 
berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS). 

 

 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan 

pengajuan SPP-TU SKPD kami. 

 
 

Rengat, ................... 

 

 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran 

 
 

............................ 

               NIP.
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

sh
ie
s,



 

 

 

13) Cheklist Kelengkapan Dokumen SPP-TU/BTT/BTT Bantuan Sosial yang 

tidak direncanakan 
 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-

TU/ BTT/ BTT BANTUAN SOSIAL YANG 

TIDAK DIRENCANAKAN 
 

 

 Surat Pengantar SPP-TU 
  Ringkasan SPP-TU 

  Rincian rencana penggunaan SPP-TU 

  Fotokopi SPD 
 Fotokopi DPA 

 Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang 
yang diminta,tidak dipergunakan untuk keperluan selain TU saat 

pengajuan SP2D kepada kuasa BUD. 

  Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian 
Tambahan UP. 

 Lampiran lain yang diperlukan. 

 

..........., ................ 
PPK SKPD  

 

(tanda tangan) 
 

.......................... 

NIP. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

14) Dihapus 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

i 6



 

 

15) Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan dan TPP (termasuk insentif 

pemungutan Pajak/retribusi Daerah) 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor'

Lengeeag Goji dan Tuajengen
aPPr.a

1 Nem SKPD! Unit Kna
2 Rode un Nama Sub Keepatan
3.0 Natua Fe nagpuns Anggaran; Kumeas Pengguna Angmran
4. Nata PPTK
S Natus He udahare Penygeluaron cee eee cnc

6& NPWP Ercstehara Pengelussan
To Neti Be ee cee
B® Nanwt Rekening Banke
9 VUesiuk Kepesluan
10. Danas Pe ogelausren SPD. Nomar. tanapal

Se teeta Rp
|! Tertalang

Ho

OME frp

0 [8P2D Sebelumays

FFe

Tansgal - a - fre

Pada SPP ins ditetapkean lampirun-Limparan yang Gpeniudon se begaitteana tenera pada datas lee leogimpan dolounen SPP :ni.

tanggal.........
Pajehet Polaksans Teknis Kegiatan Bendah Pengel:

(tanda tangan) (tanda tangan)}

(nama lengkap fama lengkapl
NIP NIP.

Lembar Asi . Unitus Pengguna ArgjaranPCDSatnani : urta 80Sainan2 : Urt.s Berdahara PengehawanPPTkSaftnan3 . urna Arup Sendahara Pengeharan/PrTK

x



 

 

16) Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Gaji dan Tunjangan 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
 

 
 

 

 
Ket. Format tersebut digunakan juga untuk Pengajuan SPP-LS TPP (termasuk 

Insentif)

 
 

 

 
 

 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN
Nomor :

Tahun Angparan °

RINCIAN RENCANA PENGGUNAANI R

Terbilang : ## ruptah #4

Mengctahui/Menyetuju: {Tempat. Tanggal)

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap (Nama Lengkap)

NIP NIP

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. XXX IO

2. B I O O C IO

3.

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

XXX AKIO XK

AK OKO

4

5.

6

= 0 BeBe Seog

jot
Nama Kegiatan/Sub kegiatan 3

9.

10. jst



 

 

17) Checklist Kelengkapan Dokumen SPP- LS Gaji dan Tunjangan 

  

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 

 
 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS  

Gaji dan Tunjangan/TPP 
 

 

  Surat Pengantar SPP-LS 
  Ringkasan SPP-LS 

 

  Rincian SPP-LS 

  pembayaran gaji induk; 
  gaji susulan; 

  kekurangan gaji; 

  gaji terusan; 
  rekapitulasi gaji induk/susulan/kekurangan gaji/gaji terusan; 

  SK CPNS; 

  SK PNS; 
  SK kenaikan pangkat; 

  SK jabatan; 

  Kenaikan gaji berkala; 
  surat pernyataan pelantikan; 

  surat pernyataan masih menduduki jabatan; 

  surat pernyataan melaksanakan tugas; 

  daftar keluarga (KP4); 
  fotokopi surat nikah; 

  fotokopi akte kelahiran; 

  Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji; 
  surat keterangan masih sekolah/kuliah; 

  surat pindah; 

  surat kematian; 
  e-Billing PPh ; 

  Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan 

anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati. 
  Rekap Tambahan Penghasilan dari print out presensi elektronik 

  Daftar hadir e-presensi 

   Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 
pengajuan pertama tahun anggaran berkenaan 

  SK Bupati tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif 

Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah 
  Berita Acara Rekonsiliasi antara SKPD pengelola pendapatan dengan 

SKPKD; 

  Daftar Penerima Insentif; 
  Lampiran lainnya 

.........., ................ 

PPK SKPD  
 

(tanda tangan) 

 

.......................... 
NIP.

CIO
flO

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

a

a
a



 

 

18) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor :

Langeang Barang dan Jase
SPP-LS

Nama SKPDUnu Kea
ode dan Nama Sub Kegaan
Nama Penuna Anggamao,/ Kuasa Pengguna Anggpran
Nama PPTK
Nama He ndahara Pe ngeluaransHe nitahara Penge luaran Peobantu
NPWP Geodaham Pengeluaran’ Heodanara Pengrluaran Pembantu
Nama Hank
Nomar Reke ning Bank

Uatuk Keperhoan
10. Dasar Pengeluaran

Tanggal . : : - [x omor. . ren pee
Tanggad eee Nomar: ee [ep
DR JOst. ER

1 [SP2D Sebdciumaya

Tangpal ... -

|Nomor: tees pee
Targpad |X omer: [ip
Dat fost. Rp

Pada SPP int ditetapkan mpran.iampimn wang Apertukan se bagaimana terterm pada dafiar leJengkapan dolageen SPP im.

tanggal.........
Sendahare Peagete /Benéah PengelueranPejabat Pelaksane Teknis Kegistan Pembanta

(tanda tangan} (tanda tangan)

(nama kengkap tnama lengkapi
NIP. NIP

Leenbar As& ; Urduh Pengoure ArggaranPPK-SPDSatmani © Unbs& huss BUD

Rp



 

 

19) Rincian Rencana Penggunaan SPP –LS Barang dan Jasa 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)} BARANG DAN JASA
Nomor :

Tahun Angparan
-

RINCIAN RENCANA PENGGUNAANIR

TOTAL..........0:000

Terbilang : #4 mupiah

Mengetahui / Menyetuyui: (Tempat, Tanggal}

p Pe ' Bendehara
Pengnlngran|Benéahare

Pengeluaran

ama Le (Nama Lengkapl

NIP NIP

No Kode Rekening Uraian Nila: Rupiah

Nama Kegatan/SubKegatan |

1. PC SOK JOC IK OK

2 Ac XX.KKK
3. in

Nama Kegiatan/Sub Kegatan 2

XXX AX

Px sox xx xn xx KK

IKIKK

fess
Nama Kegiatan/Sub Kegatan 3

9 IX IKI IKK

10.j=

4

5.

6.

7

8.

g

\enggune Anggaran/



 

 

20) Ringkasan Kontrak 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

RINGKASAN KONTRAK 

 

 

1. Nomor dan Tanggal DPA : ...................................... 

2. Kegiatan : ...................................... 
3. Sub Kegiatan : ...................................... 
4. Pekerjaan : ...................................... 
5. Anggaran Kas di Bulan : ...................................... 
6. Sumber Dana : ...................................... 
7. Kode Rekening Belanja/Nama Rekening 

: 

...................................... 
 Belanja  
8. Nomor dan Tanggal Kontrak/SPK : ...................................... 
9. Nomor dan Tanggal SPMK/SPP : ...................................... 
10. Ketentuan Pembayaran : ...................................... 
 a. Uang Muka .........% 
 b. Kemajuan Fisik /KF : .........% 
 c. Termin / tahap : Termin/tahap ...., ...., ...., .... 
11. Nama Penyedia Jasa : ...................................... 
12. Alamat Penyedia Jasa : ...................................... 
13. Kriteria Perusahaan : (Besar/Menengah/Kecil **) 
14. NPWP Penyedia Jasa Sesuai Kontrak : ...................................... 
15. Nomor Rekening Bank Penyedia Jasa 

Sesuai : 

...................................... 
 Kontrak : ...................................... 
16. Nama Rekening Bank Penyedia Jasa 

Sesuai : 

...................................... 
 Kontrak : ...................................... 
17. Nilai Kontrak : ...................................... 
18. Jangka Waktu Pelaksanaan : ...................................... 
19. Tanggal berakhir Kontrak : ...................................... 
20. Jangka waktu Pemeliharaan Untuk : ...................................... 
 Pekerjaan Konstruksi : ......................................... 
21. Nomor dan Tanggal Addendum I *) : ......................................... 
22. Perubahan Dalam Addendum *) : Volume/Nilai kontrak 

Rp..../dll 23. Nomor dan Tanggal Addendum II *) : ......................................... 
24. Perubahan Dalam Addendum *) : Volume/Nilai kontrak 

Rp..../dll 25. Nomor dan Tanggal Addendum ...dst *) : ......................................... 
26. Perubahan Dalam Addendum *) : Volume/Nilai kontrak 

Rp..../dll 27. Ketentuan Denda : 1/1000 dari nilai kontrak/ 

bagian   nilai kontrak **) 

 

.........................., tanggal ........................... 

Mengetahui  
Pengguna Anggaran/     Pejabat Pembuat Komitmen 

Kuasa Pengguna Anggaran 

 
............................    ............................ 

NIP.      NIP.  

     Keterangan: 

*) diisi jika ada 
**) pilih salah satu 

sh
ie
s,



 

 

21) Berita Acara Pembayaran 

 

 Program         : ..............................  
Kegiatan        : ..............................  

Sub Kegiatan : ..............................  

Pekerjaan      : ...............................  
Rekening       : ..............................  

DPA Nomor    : ..............................  

Tanggal         : .............................. 

BERITA ACARA 
PEMBAYARAN 

 

 
 

 

Nomor  :   
Tanggal :  

Pada hari ini ... tanggal ... bulan .... tahun ..... (tgl-bln-thn), kami yang 

bertandatangan dibawah ini : 

1. Nama : ................................................................... 
      Jabatan : .................................................................... 

      selanjutnya disebut PIHAK KESATU 

2. Nama : .................................................................... 

      Jabatan : .................................................................... 
     selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

Dasar : 
No dan tgl SPD                 : ....................................................  

No dan Tgl Kontrak /SPK : ....................................................  

Nilai Kontrak / SPK          : ....................................................  
No dan tgl Addendum       : ....................................................  

Nilai Addendum                : ....................................................  

Nomor dan Tanggal Berita : ....................................................  
Acara Penilaian Pekerjaan    .................. dengan hasil bahwa 

                                               pekerjaan telah mencapai fisik........% 

Nomor dan Tanggal Berita 

Acara serah Terima Pekerjaan : ..................................................., 
 

I. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU 

dengan rincian : 
 

 

a. Nilai Kontrak                                                 Rp.......................  
b. Jumlah Nilai Fisik BAP ini     Rp. .......................... 

c. Jumlah Nilai Fisik BAP          Rp. ..........................  

d. Jumlah Nilai Fisik BAP          Rp. .......................... 
sampai ini (c+d) 

e. 

Potongan: 

(j) Potongan UM kerja           Rp. ..........................  
(k) Retensi/Jaminan            Rp. .......................... 

Pemeliharaan                  Rp. .......................... 

f. Pembayaran Fisik BAP ini     Rp. .......................... 
(c-f) 

g. Pengembalian Retensi            Rp. ..........................  

h. Jumlah Pembayaran (f+g)     Rp............................  
i. Rincian Pembayaran : 

(l) Fisik                                 Rp............................ 

(m) PPN                                 Rp............................ 

  



 

 

    II. Rekapitulasi pembayaran kontrak : 

 

 

No Uraian Pembayaran Jumlah (Rp) 

Fisik (Rp) PPN (Rp) 

1 Nilai Kontrak termasuk 

Addendum 

   

2 Jumlah Pembayaran sd 

BAP Lalu 

   

3 Pembayaran BAP ini    

4 Jumlah Pembayaran sd 

BAP ini 

   

 SISA KONTRAK    

 

III.  PIHAK KEDUA setuju atas sejumlah pembayaran tersebut diatas dan 

dibayarkan ke rekening Bank ......, atas nama ...... dengan nomor 
rekening ....... 

IV.  Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan 

digunakan untuk proses pembayaran sesuai ketentuan perundang-
undangan. 

 

PIHAK KEDUA     PIIHAK KESATU 
   CV/PT. ......      ..............  

SELAKU Pejabat 

Pembuat Komitmen 

 
 

( ......................)      ( ......................)  

           Direktur      NIP 
 

 

 
Mengetahui,  

Pengguna Anggaran 

 
 

 

(.......................)  

NIP. 



 

 

 

22) Checklist Kelengkapan Dokumen SPP- LS Barang dan Jasa 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS  

Pengadaan Barang dan Jasa 
 

 Surat Pengantar SPP-LS 

 Ringkasan SPP-LS 
 Rincian rencana penggunaan SPP-LS 

 fotokopi SPD; 

 fotokopi DPA; 

 e-Billing disertai faktur pajak (PPN dan PPh); 
 ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA dan PPKom; 

 berita acara serah terima pekerjaan; 

 berita acara penilaian pekerjaan; 
 berita acara pembayaran; 

  fotokopi surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang 

dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank yang telah 
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

  Surat Pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan untuk 

menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhir masa 
kontrak 

 dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang 

dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan 

pinjaman/hibah luar negeri; 
 surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang 

dilaksanakan di luar wilayah kerja; 

  surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari 
PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; 

 photo/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan; 

 potongan BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan); 

 khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya 

menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi 
kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga 

konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti 

penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya 
berdasarkan rincian dalam surat penawaran 

  Fotokopi nomor rekening bank penyedia jasa/barang; 

  Fotokopi NPWP penyedia jasa/barang; 

 Bukti setor pajak restoran atas pengadaan jasa penyediaan makan 
dan minum: 

  SK Bupati Penetapan Penerima Hibah/Bansos Barang/jasa 

 NPHD; 
  Fotokopi Perbup Penjabaran Hibah/bansos beserta lampirannya; 

 Lampiran Lain Sesuai Perundang-Undangan 

..........., ................ 
PPK SKPD  

(tanda tangan) 

 
.......................... 

 NIP.

M
oo

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

a

a

a

a
a

a

a
a
a



 

 

23) Ringkasan SPP-LS Kepada Pihak Ketiga  

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ket. 

Format tersebut juga digunakan untuk : 

- SPP-LS Belanja Hibah berupa uang 

- SPP-LS Belanja Bansos berupa uang 
- SPP-LS Belanja Bantuan Keuangan/Subsidi/Bagi Hasil 

- SPP-LS Belanja Tidak Terduga 

- SPP-LS Belanja Bunga 
- SPP-LS Pengeluaran Pembiayaan

 

 
 

 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP}
Nomo -

LengouegPibek Retin LeiamSPP.Ls

1. Namm SAPD; Unit Kena -

2. Keak den. Narco Kepettan
3 Nance Perund Anggsran/Kuase Pengguna Anggamn ff
4 Nasa PPTK

a

5S. Nuatiw Beodahara Peoarluaran
6. NPWP Beratabara Pengrlusmo
7. Nama Bank
8. Nata Rekenice Bank te cee
9. Untuk Kepectat
10. Daaar Penerluaran Momor .... :

tanggal
Sebesar Rp fee

(Tovtaluray aan}

He Urai on
x

1 |SPD

Tange. . INomor. . . [Rp
eee - Numer . : fee

[Oar fda. {zp
| |

tt |apzD setetumaye
Taarigpeel - Jromoe : pee
Tange to st fer.
[Ds: Dat [ep

(tanda tangan)

[nama lengkapy
NIP.

Lember AsS : Urn Pengguna AnggaranPPK-SIFDSalinas1) Ueto BUDSa@nan2 . Uctua Berdstara Pengehuaran PPK
Selinan 3 Urtus Arce Bencahara

- tanggal

Bendahara Peageiuarcen

(anda tangan}

{nama lengkapy
NIP.

apken lamp



 

 

24) Rincian SPP-LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUR (SPP-L&) Pihak Ketiga Laineya
Nomar

Tahun Angaran :

Terbalang: ¢¢ mpask ¢¢

Mengy tabu /Menvetuy fTerpnt. Tanggall

Pengguna Anggaran Beadahars Peagelusma

Stuma Leagiogt (Nama
Lengk

apt
NIP... MaP..._

Ko Rade Rekening Rum Rupa
Mama Kegatac: 5-5 Kegatan ji

L. PR XX EE XK JOO

2 x XK XKEEK OK

3 ast

Nama Kegstaz! S22 Regiaten 2

4 NW

12 XX XK EN XK XK

W

EX. EEK IE

Nama Kepatac! S$ kegann }

9 It OLOOK

le ast

6



 

 

25) Checklist Kelengkapan Dokumen SPP- LS Air, Listrik dan Telkom 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

 
CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS  

Belanja Air, Listrik dan Telkom 

 
 Surat Pengantar SPP-LS 

 Ringkasan SPP-LS 

 Rincian rencana penggunaan SPP-LS 

 fotokopi SPD; 
 fotokopi DPA; 

 surat tagihan); 

  Fotokopi nomor rekening bank penyedia; 
  Fotokopi NPWP penyedia; 

 

 
 

..........., ................ 

PPK SKPD  
(tanda tangan) 

 

.......................... 

 NIP.
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

26) Ringkasan SPP-LS Air, Listrik dan Telkom  

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ket. 

Format tersebut juga digunakan untuk : 

- SPP-LS Belanja Hibah berupa uang 
- SPP-LS Belanja Bansos berupa uang 

- SPP-LS Belanja Bantuan Keuangan/Subsidi/Bagi Hasil 

- SPP-LS Belanja Tidak Terduga 
- SPP-LS Belanja Bunga 

- SPP-LS Pengeluaran Pembiayaan

 
 

 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP}
Nomo -

LengouegPibek Retin LeiamSPP.Ls

1. Namm SAPD; Unit Kena -

2. Keak den. Narco Kepettan
3 Nance Perund Anggsran/Kuase Pengguna Anggamn ff
4 Nasa PPTK

a

5S. Nuatiw Beodahara Peoarluaran
6. NPWP Beratabara Pengrlusmo
7. Nama Bank
8. Nata Rekenice Bank te cee
9. Untuk Kepectat
10. Daaar Penerluaran Momor .... :

tanggal
Sebesar Rp fee

(Tovtaluray aan}

He Urai on
x

1 |SPD

Tange. . INomor. . . [Rp
eee - Numer . : fee

[Oar fda. {zp
| |

tt |apzD setetumaye
Taarigpeel - Jromoe : pee
Tange to st fer.
[Ds: Dat [ep

(tanda tangan)

[nama lengkapy
NIP.

Lember AsS : Urn Pengguna AnggaranPPK-SIFDSalinas1) Ueto BUDSa@nan2 . Uctua Berdstara Pengehuaran PPK
Selinan 3 Urtus Arce Bencahara

- tanggal

Bendahara Peageiuarcen

(anda tangan}

{nama lengkapy
NIP.

apken lamp



 

 

27) Rincian SPP-LS Air, Listrik dan Telkom 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUR (SPP-L&) Pihak Ketiga Laineya
Nomar

Tahun Angaran :

Terbalang: ¢¢ mpask ¢¢

Mengy tabu /Menvetuy fTerpnt. Tanggall

Pengguna Anggaran Beadahars Peagelusma

Stuma Leagiogt (Nama
Lengk

apt
NIP... MaP..._

Ko Rade Rekening Rum Rupa
Mama Kegatac: 5-5 Kegatan ji

L. PR XX EE XK JOO

2 x XK XKEEK OK

3 ast

Nama Kegstaz! S22 Regiaten 2

4 NW

12 XX XK EN XK XK

W

EX. EEK IE

Nama Kepatac! S$ kegann }

9 It OLOOK

le ast

6



 

 

28) Checklist Kelengkapan Dokumen SPP-LS Belanja Hibah berupa uang 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS  
Belanja Hibah berupa uang 

 

 
  Surat Pengantar SPP-LS 

  Ringkasan SPP-LS 

  Rincian rencana penggunaan SPP-LS 

  fotokopi SPD; 
  fotokopi DPA; 

  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari penerima Hibah; 

  Naskah Perjanjian Hibah Daerah bermaterai sesuai ketentuan tentang 
bea materai; 

  Akta Badan Hukum Penerima Hibah telah terdaftar pada kementerian 

yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 
3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-

undangan atau peraturan terkait pembentukan penerima hibah; 

  Usulan tertulis dari calon penerima Hibah kepada Bupati; 
  SK Alokasi bagi Penerima Hibah; 

  Rekapitulasi daftar penerima Belanja Hibah beserta nominal yang 

diterima dan nomor rekening bank; 

  Pakta integritas; 
  Fotokopi Nomor Rekening Bank dari pihak penerima uang jika satu 

penerima, atau Fotokopi Nomor Rekening Bank penerima serta daftar 

nama dan nomor rekening bank pihak penerima uang jika banyak 
penerima; 

  Surat Keterangan dari bank yang menyatakan bahwa nomor rekening 

yang dilampirkan masih aktif; 
  lampiran lainnya yang diperlukan 

 

 
 

..........., ................ 

PPK SKPD  
 

(tanda tangan) 

 

.......................... 
 NIP.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

29) Checklist Kelengkapan Dokumen SPP-LS Belanja Bansos berupa uang 
 
 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS  

Belanja Bansos berupa uang 

 

 
  Surat Pengantar SPP-LS 

  Ringkasan SPP-LS 

  Rincian rencana penggunaan SPP-LS 
  fotokopi SPD; 

  fotokopi DPA; 

  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari penerima Bansos; 
  Usulan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati 

yang telah diverifikasi oleh SKPD yang membidangi; 

  Rekapitulasi daftar penerima Belanja Bantuan Sosial beserta 
nominal yang diterima dan nomor rekening bank; 

  SK Alokasi bagi Penerima Bantuan Sosial Uang; 

  Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Uang yang akan 

diserahkan dari SKPD kepada Penerima; 
  Fotokopi Nomor Rekening Bank dari pihak penerima uang jika satu 

penerima, atau Fotokopi Nomor Rekening Bank penerima serta daftar 

nama dan nomor rekening bank pihak penerima uang jika banyak 
penerima; 

  Surat Keterangan dari bank yang menyatakan bahwa nomor 

rekening yang dilampirkan masih aktif; 
  lampiran lainnya yang diperlukan. 

 

 
 

..........., ................ 

PPK SKPD  

 
(tanda tangan) 

 

.......................... 
 NIP

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

30) Checklist Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bantuan Keuangan 
 

 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  
Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 

 
 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS  

Bantuan Keuangan 
 

 

  Surat Pengantar SPP-LS 

  Ringkasan SPP-LS 
  Rincian rencana penggunaan SPP-LS 

  fotokopi SPD; 

  fotokopi DPA; 
  Rekapitulasi daftar nama penerima Bantuan Keuangan beserta 

jumlah nominal Bantuan Keuangan dan nomor rekening bank; 

  Peraturan Bupati atau peraturan perundang-undangan lainnya yang 
mendasari pemberian Belanja Bantuan Keuangan; 

 Peraturan Bupati/SK Bupati yang menetapkan besaran Alokasi 

penerima Bantuan Keuangan; 
  Usulan pengajuan pencairan dari penerima Bantuan Keuangan; 

  Untuk Bantuan Keuangan Desa juga melampirkan dokumen yang 

berkaitan dengan penganggaran dan penatausahaan Pemerintah 

Desa; 
  Terhadap 1 (satu) penerima melampirkan fotokopi Nomor Rekening 

Bank penerima Bantuan Keuangan, terhadap banyak penerima 

melampirkan Fotokopi Nomor Rekening Bank penerima beserta daftar 
nama dan nomor rekening bank pihak penerima Bantuan Keuangan; 

  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari penerima; 

  lampiran lainnya yang diperlukan. 
 

 

 
..........., ................ 

PPK SKPD  

 
(tanda tangan) 

 

.......................... 

        NIP.
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

31) Checklist Kelengkapan Dokumen SPP-LS Belanja Subsidi 

 

 
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

 
CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS  

Belanja Subsidi 

 

 
 Surat Pengantar SPP-LS 

 Ringkasan SPP-LS 

 Rincian rencana penggunaan SPP-LS 
 fotokopi SPD; 

 fotokopi DPA; 

 Peraturan Bupati atau peraturan perundang-undangan 
lainnya yang mendasari pemberian Belanja Subsidi; 

 Permohonan pencairan dari penerima Subsidi ke Dinas teknis; 

 Fotokopi nomor rekening bank pihak penerima Subsidi; 
 lampiran lainnya yang diperlukan. 

 

 

 
 

..........., ................ 

PPK SKPD  
 

(tanda tangan) 

 
.......................... 

 NIP.

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

32) Checklist Kelengkapan Dokumen SPP-LS Belanja Bagi Hasil 

 
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

 
 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS  

Belanja Bagi Hasil 

 
 

  Surat Pengantar SPP-LS 

  Ringkasan SPP-LS 
  Rincian rencana penggunaan SPP-LS 

  fotokopi SPD; 

  fotokopi DPA; 
  Peraturan Bupati yang mendasari pemberian Belanja Bagi Hasil; 

  Peraturan Bupati/SK Bupati alokasi penerima Bagi Hasil; 

  Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemerintah Daerah 
Kabupaten INDRAGIRI HULU dengan pihak ketiga; 

  Usulan permohonan dari penerima Bagi Hasil ke Dinas teknis; 

  Rekapitulasi daftar penerima Belanja Bagi Hasil beserta nominal yang 

diterima dan nomor rekening bank dari Dinas teknis; 
  Fotokopi nomor rekening bank pihak penerima Belanja Bagi Hasil 

  lampiran lainnya yang diperlukan. 

 
 

 

 
..........., ................ 

PPK SKPD  

 
(tanda tangan) 

 

.......................... 
 NIP. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

33) Checklist Kelengkapan Dokumen SPP-LS BTT 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 

 
CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS  

Belanja Tidak Terduga 

 
  Surat Pengantar SPP-LS 

  Ringkasan SPP-LS 

  Rincian rencana penggunaan SPP-LS 
  fotokopi SPD; 

  fotokopi DPA; 

  lampiran lainnya yang diperlukan. 

 
Untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun 

sebelumnya yang telah ditutup 

  Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
  bukti setor penerimaan daerah 

  rekomendasi APIP/ rekomendasi BPK RI 

  putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada 
upaya hukum lainnya 

  SKPDLB/SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan 

 Bukti verifikasi atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya 
oleh PPKD. 

  fotokopi nomor rekening bank pihak penerima uang 

 

Untuk keadaan darurat dan mendesak 
  Pernyataan Status Tanggap Darurat oleh Bupati dan/atau dokumen 

lain sesuai ketentuan perundang-undangan; 

  Rencana Kebutuhan Belanja dari SKPD teknis terkait; 
  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari SKPD teknis terkait. 

 

Untuk Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Sebelumnya 
  Tanda Bukti Pengeluaran bermaterai, yang ditandatangani PPTK 

serta disetujui oleh Pengguna Anggaran; 

  Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau 
surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati yang 

telah diverifikasi oleh SKPD yang membidangi; 

  Persetujuan Bupati; 
  SPTJM dari SKPD teknis; 

  Fotokopi nomor rekening bank pihak penerima uang. 

 

Untuk pembayaran kewajiban pemda atas keputusan pengadilan dan 
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK 

 Keputusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau 

rekomendasi BPK; 
  Fotokopi Nomor Rekening Bank sesuai yang tercantum dalam 

Keputusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau 

rekomendasi BPK..........., ................ 
PPK SKPD  

(tanda tangan) 

.......................... 
 

          NIP.

O
O
o

a
a
a
a
a
a

a
a

a

a

a
a

a

a

a
a
a

a

a



 

 

 

34) Checklist Kelengkapan Dokumen SPP-LS Belanja Bunga 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS 

Belanja Bunga 
 

 

  Surat Pengantar SPP-LS 

  Ringkasan SPP-LS 
  Rincian rencana penggunaan SPP-LS 

  fotokopi SPD; 

  fotokopi DPA; 
  Laporan Keuangan Tahun lalu; 

  Peraturan Bupati atau peraturan perundang-undangan lainnya yang 

mendasari pembayaran Bunga; 
  Permohonan pencairan dari Dinas teknis; 

  Fotokopi nomor rekening bank yang dituju sebagai tempat 

pembayaran Bunga; 
  lampiran lainnya yang diperlukan. 

 

..........., ................ 

 
 

PPK SKPD  

 
(tanda tangan) 

 

 
.......................... 

                                                                NIP. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

35) Checklist Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pengeluaran Pembiayaan 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS  

Pengeluaran Pembiayaan 
 

 Surat Pengantar SPP-LS 

 Ringkasan SPP-LS 

 Rincian rencana penggunaan SPP-LS 
 fotokopi SPD; 

 fotokopi DPA; 

 Perda/regulasi terkait Penyertaan Modal 
 Perda/regulasi terkait Dana Cadangan 

 Perda/regulasi terkait Dana Talangan 

 Peraturan Bupati 
 lampiran lainnya yang diperlukan. 

 

.........., ................ 
 

 

PPK SKPD  

 
(tanda tangan) 

 

 
.......................... 

              NIP.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

M.  PERINTAH MEMBAYAR 

1. Ketentuan Umum 

a. Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah 

dianggarkan dalam DPA SKPD. 

b. Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh 

PPK SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut. 
c. Proses perintah membayar memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dapat dilakukan secara 

elektronik. 
d. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP 

kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP. 

e. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian 
UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan 

menerbitkan SPM- GU. 

f. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan 
permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU. 

g. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK- 
SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas: 

1) Kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih. 

2) Kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ 

sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan 
barang/jasa. 

3)  ketersediaan dana yang bersangkutan. 

h.  Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan 
pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS 

kepada Kuasa BUD. 

i.  Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak 
menerbitkan SPM-LS. 

j. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil 

verifikasi tidak memenuhi syarat, paling lama 1 (satu) hari 
terhitung sejak diterimanya SPP. 

k. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan 

dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
l.  Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada 

Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan 

oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan 
verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran 

m. Jenis SPM terdiri atas: 

1)  SPM-UP; 
2) SPM-GU; 

3)  SPM-TU; 

4)  Dihapus 
5)  SPM-LS Gaji dan Tunjangan; 

6) SPM-LS TPP (termasuk Insentif Pemungutan Pajak dan 

Retribusi Daerah); 

7)  SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa; 
8)  SPM-LS Hibah Uang; 

9) SPM-LS Bansos Uang; 

10) SPM-LS Bantuan Keuangan; 
11) SPM-LS Subsidi; 

12) SPM-LS Bagi Hasil; 

13) SPM-LS Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas 
kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah 

ditutup 



 

 

14) SPM-LS Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan 

mendesak 

15) SPM-LS Belanja Tidak Terduga untuk Bansos Yang Tidak 
Direncanakan 

16) SPM-LS Kewajiban Pemerintah Daerah atas keputusan 

pengadilan dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK. 

17) SPM-LS Belanja Bunga 
18) SPM-LS Pengeluaran Pembiayaan 

n.  PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan 

dan keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan 
pembayaran LS dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran 

Pembantu. 

o. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun 
anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir. 

p.  Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan 

dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk 
menandatangani SPM berdasarkan Surat Tugas PA/KPA. 

q. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang 

diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

r.  PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, 

melakukan pencatatan pada register SPM. 

 
2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Perintah Membayar UP 

1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara 

meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Bupati. 

2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK- SKPD 
menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang 

didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani 

oleh Pengguna Anggaran. 
3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 

2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, 

untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan 

dilengkapi: 
a)  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA;  

b)  Checklist kelengkapan dokumen SPM-UP; 

c) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 
dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-UP; 

d)  fotokopi SPD; 

e)  keputusan Bupati tentang penetapan besaran UP. 
 

b. Perintah Membayar GU 

1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ 

Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang 
diterima dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah 

berikut: 

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 
terkait tidak melebihi sisa anggaran; 

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan; 
c)  Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti 

transaksi dan dokumen perpajakan terkait. 

d)  Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, 
LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya. 



 

 

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau 

ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK- SKPD 

meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada 
Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak 

diterimanya SPP-GU. 

3)  Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK 

SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang 
didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani 

oleh Pengguna Anggaran. 

4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-
GU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan 

lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa 

BUD, dengan dilengkapi: 
a)  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; 

b) Checklist kelengkapan dokumen SPM-GU yang 

ditandatangani oleh PA/KPA; 
c) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 

yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-GU; 

d) Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara 

Pengeluaran periode sebelumnya yang telah dibubuhi cap 
“Telah diteliti oleh PPK- SKPD”; 

e) fotokopi SPD; dan 

f) Rincian anggaran kas. 
 

c. Perintah Membayar TU 

1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang 

disertai dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-

SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah 
sebagai berikut: 

a)  Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; 

b)  Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 
belanja terkait telah disediakan; 

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan 

pengajuan permintaan Perintah Membayar TU. 
2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidak-

absahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK- SKPD meminta 

perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada bendahara 
Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya 

SPP-TU. 

3)  Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah 

Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU 

untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.  

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling 
lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap 

dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, 

dengan dilengkapi: 
a)  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; 

b) Checklist kelengkapan dokumen SPM-TU yang 

ditandatangani oleh PA/KPA; 
c) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 

yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-TU; 

d)  SPP TU; 
e)  rincian rencana penggunaan dana;  

f)  fotokopi SPD; 



 

 

g)  fotokopi DPA; 

h)  keperluan pembayaran TU untuk Belanja Tidak Terduga 

tanggap darurat bencana dilengkapi dengan : 
(1) pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati; 

(2) Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana dari 

Kepala SKPD terkait; dan 

(3) fotokopi nomor rekening bank Bendahara Pengeluaran. 
i)  keperluan pembayaran TU untuk Belanja Tidak Terduga 

Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dilampiri : 

(1) fotokopi nomor rekening bank Bendahara Pengeluaran; 
dan 

(2) Lampiran lain yang diperlukan. 

d. Dihapus 
e.  Perintah Membayar LS 

1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang 

dilengkapi dengan dokumen- dokumen pendukungnya, PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah 

berupa: 

a)  Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 
terkait tidak melebihi sisa anggaran; 

b)  Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan; 
c)  Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis 

pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

d)  Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung. 
e)  Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS 

dengan dokumen pendukungnya. 

2)  Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau 
ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK- SKPD 

meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada 

Bendahara Pengeluaran paling lama 1 (satu) hari sejak 
diterimanya SPP-LS. 

3)  Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-

SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah 
Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS 

untuk ditandatangani oleh PA/KPA. 

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling 
lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan 

sah. 

5) SPM LS yang sudah ditandatangani PA/KPA disampaikan 

kepada BUD, dengan dilengkapi dokumen pendukung. 
6) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan 

pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan adalah: 

a)  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; 
b)  Checklist kelenpgkapan dokumen SPM-LS Belanja Gaji 

yang ditandatangani oleh PA/KPA; 

c)  Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK- Unit SKPD 

yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-LS 
Belanja Gaji; 

d) rekap gaji susulan/rekap kekurangan gaji/rekap penghasilan 

lainnya; 
e)  fotokopi SPD; 

f)  fotokopi DPA;  

 



 

 

g)  peraturan perundangan mengenai penghasilan pimpinan dan 

anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati; 

h)  e-Billing Pajak; dan 
i)  Lampiran lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

7)  Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan 

pembayaran Belanja TPP (termasuk insentif Pajak/ Retribusi) 

adalah: 
a)  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA Belanja 

TPP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

PA/KPA Belanja Insentif; 
b)  C hecklist kelengkapan dokumen SPM-LS TPP termasuk 

insentif yang ditandatangani oleh PA/KPA; 

c)  Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK- Unit SKPD 
yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-LS 

Belanja TPP/Insentif 

d)  fotokopi SPD;  

e)  fotokopi DPA; 
f)  Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah pada pengajuan pertama tahun anggaran berkenaan; 
g)  SK Bupati tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran 

Insentif; 

h)  Daftar Penerima Insentif;  
i)   E Billing Pajak; dan 

j)  Lampiran lain sesuai peraturan perundangan. 

8) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan 
pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa adalah: 

a)  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; 

b)  Checklist kelengkapan dokumen SPM-LS Barang dan Jasa 

yang ditandatangani oleh PA/KPA; 
c)  Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 

yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-LS 

Pengadaan Barang dan Jasa; 
d)  Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat 

Pembuat Komitmen; 
e)  Berita Acara Penilaian Pekerjaan untuk pekerjaan sesuai 

kemajuan fisik; 

f)  Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk pekerjaan yang 
selesai 100%;  

g) Berita Acara Pembayaran; 

h)  Setoran denda beserta surat keterangan denda dari PPTK jika 

ada; 
i) fotokopi jaminan Uang Muka yang dilegalisir Pejabat Pembuat 

Komitmen atas pengajuan uang muka; 

j)  fotokopi jaminan pemeliharaan atas pembayaran fisik 
pekerjaan konstruksi 100% yang dilegalisir Pejabat Pembuat 

Komitmen, atas pekerjaan yang telah selesai 100% namun 

masih dalam masa pemeliharaan; 
k)  fotokopi DPA; 

l)  fotokopi SPD; 

m) Dokumen Appraisal tanah dari Kantor Jasa Penilai khusus 
untuk belanja modal tanah; 

n)  SK Bupati Penetapan Penerima Hibah/Bansos Barang/jasa; 

o)  Lampiran lain sesuai peraturan perundangan. 

9) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan 
pembayaran belanja hibah berupa uang adalah: 



 

 

a)  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; 

b)  Checklist kelengkapan dokumen SPM-LS Hibah Uang yang 

ditandatangani oleh PA/KPA; 
c) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-LS Hibah 

Uang; 

d)  fotokopi SPD;  
e)  fotokopi DPA; 

f)  keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah 

sesuai Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; 
g)  daftar penerima hibah, yang berisi nama penerima hibah, 

besaran hibah dan nomor rekening; 

h)  fotokopi nomor rekening bank pihak penerima; dan 
i)  Lampiran lain sesuai peraturan perundangan 

10) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan 

pembayaran belanja bantuan sosial berupa uang yang 

direncanakan adalah: 
a)  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; 

b)  Checklist kelengkapan dokumen SPM-LS belanja Bantuan 

Sosial berupa uang yang ditandatangani oleh PA/KPA; 
c)  Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 

yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-LS 

Bantuan Sosial berupa uang;  
d)  fotokopi SPD;  

e)  fotokopi DPA; 

f)  keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah 

sesuai Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; 
g)  daftar penerima bantuan sosial, yang berisi nama penerima 

bantuan sosial, besaran bantuan sosial dan nomor rekening; 

h)  fotokopi nomor rekening bank pihak penerima uang; 
i)  peraturan Bupati tentang Bansos Uang; dan 

j)  lampiran lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

11) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan 
pembayaran belanja bantuan keuangan adalah: 

a) Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;  

b)  Checklist kelengkapan dokumen SPM-LS belanja bantuan 
keuangan yang ditandatangani oleh PA/KPA; 

c)  Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 

yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-LS 

belanja bantuan keuangan; 
d)  fotokopi SPD;  

e)  fotokopi DPA; 

f)  peraturan Bupati yang mendasari pemberian Belanja Bantuan 
Keuangan; 

g)  fotokopi nomor rekening bank pihak penerima uang jika satu 

penerima; 
h)  fotokopi nomor rekening bank dan daftar nama serta nomor 

rekening bank pihak penerima; dan 

i)  Lampiran lain sesuai peraturan perundangan. 

12) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan 
pembayaran belanja subsidi adalah: 

a)  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; 

b)  Checklist kelengkapan dokumen SPM-LS belanja subsidi 
yang ditandatangani oleh PA/KPA; 

c)  Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 

yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-LS 
belanja subsidi; 



 

 

d)  fotokopi SPD;  

e)  fotokopi DPA; 

f)  Keputusan Bupati tentang ketentuan Subsidi; 
g)  fotokopi nomor rekening bank pihak penerima uang; dan 

h) Lampiran lain sesuai peraturan perundangan. 

13) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan 

pembayaran Belanja Bagi Hasil adalah: 
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; 

b) Checklist kelengkapan dokumen SPM-LS belanja Bagi Hasil 

yang ditandatangani oleh PA/KPA; 
c) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK- Unit SKPD 

yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPM-LS 

SPM-LS belanja Bagi Hasil; 
d)  fotokopi SPD;  

e)  fotokopi DPA; 

f) SK dan Peraturan Bupati yang mendasari pemberian Belanja 

Bagi Hasil; 
g) fotokopi nomor rekening bank pihak penerima uang jika satu 

penerima; dan 

h) Lampiran lain sesuai peraturan perundangan. 
14) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan 

pembayaran belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas 

kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah 
ditutup adalah: 

a)  Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; 

b) Checklist kelengkapan dokumen SPM-LS belanja Tidak 
Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan 

daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup yang 

ditandatangani oleh PA/KPA; 

c)  Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 
yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-LS 

belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan 

penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup; 
d) Surat tanda setoran (STS) kelebihan penyetoran ke Rekening 

Kas Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang telah 

diverifikasi oleh BUD; 
e) Permohonan pengembalian kelebihan setoran dari pemohon

 yang menyebutkan jumlah kelebihan setoran dan nomor 

rekening bank penerima; 

f) Surat ketetapan Pendapatan Daerah Lebih bayar (SKPDLB) 
atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) 

atau dokumen lain yang dipersamakan; 

g) Buku pembantu per rincian objek penerimaan yang 
ditandatangani Bendahara Penerimaan dan diketahui oleh 

Pengguna Anggaran jika merupakan pendapatan; 

h) Lampiran lain sesuai peraturan perundang-undangan. 
15) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan 

pembayaran BTT keadaan darurat dan mendesak dilampiri: 

a)  Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA dengan; 
b) Checklist kelengkapan dokumen SPM-LS BTT keadaan 

darurat dan mendesak yang ditandatangani oleh PA/KPA; 

c)  Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-LS BTT 
keadaan darurat dan mendesak; 

d)  Fotokopi SPD;  

e)  Fotokopi DPA; 
f) Fotokopi nomor rekening bank pihak penerima; dan 



 

 

g)  Lampiran lain sesuai ketentuan perundang- undangan. 

16) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan 

pembayaran BTT bansos yang tidak direncanakan dilampiri: 
a)  Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; 

b)  Checklist kelengkapan dokumen SPM-LS BTT bansos yang 

tidak direncanakan yang ditandatangani oleh PA/KPA; 

c)  Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang 
dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-LS BTT bansos 

yang tidak direncanakan; 

d)  Fotokopi SPD;  
e)  Fotokopi DPA; 

f)  Fotokopi nomor rekening bank pihak penerima; dan 

g)  Lampiran lain sesuai peraturan perundang-undangan. 
17) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan 

membayar kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 

rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK adalah: 

a)  Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;  
b)  Checklist kelengkapan dokumen SPM-LS Untuk keperluan 

membayar kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 

rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK yang 
ditandatangani oleh PA/KPA; 

c) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-LS Untuk 
keperluan membayar kewajiban pemda atas putusan 

pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi 

BPK fotokopi SPD; 

d)  fotokopi DPA; 
e)  Fotokopi dokumen Keputusan pengadilan, rekomendasi APIP 

dan/atau rekomendasi BPK; 

f) Fotokopi Nomor Rekening Bank sesuai Keputusan pengadilan, 
dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK; dan 

g) Lampiran lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

18) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan 
pembayaran Belanja Bunga adalah: 

a)  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; 

b)  Checklist kelengkapan dokumen SPM-LS Belanja Bunga 
yang ditandatangani oleh PA/KPA; 

c)  Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-LS Belanja 

Bunga 
d)  fotokopi SPD;  

e)  fotokopi DPA; 

f)  fotokopi nomor rekening bank pihak penerima uang; 
g)  Lampiran lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

19) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan 

pembayaran Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari: 
a)  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; 

b)  Checklist kelengkapan dokumen SPM-LS Pengeluaran 

Pembiayaan yang ditandatangni oleh PA/KPA; 

c)  Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 
yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPM-LS 

Pengeluaran Pembiayaan; 

d)  fotokopi SPD;  
e)  fotokopi DPA; 

f)  Peraturan Daerah yang mendasari pemberian Pembiayaan 

yang berupa Penyertaan Modal; 



 

 

g) Peraturan Bupati yang mendasari pemberian Pembiayaan 

yang berupa Dana Talangan; 

h)  Keputusan Bupati tentang penetapan penerima Pembiayaan 
yang berupa Dana Talangan; 

i)  fotokopi Nomor Rekening Bank pihak penerima uang, untuk 

banyak penerima daftar nama dan nomor rekening bank pihak 

penerima uang. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

c.  Dokumen Terkait 

 Dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut: 

 
1. Format Surat Perintah Membayar UP 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  
Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 

 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

Uang Persediaan (UP) 

Tahun Anggaran : Nomor SPM : 

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan-potongan 

KABUPATEN INDRAGIRI HULU No. Uraian Jumlah Ket. 

 

Supaya menerbitkan SP2D kepada 

1.    

2.    

SKPD  : ..............…………. 

Bendahara/pihak    : ........................... 

lain 
No rekening bank   :................ ……….. 

Nama bank    : ........................... 

NPWP     : ........................... 
Dasar Pembayaran : ........................... 

Untuk keperluan    : ........................... 

 

3.    

 Jumlah Rp......  

 

Informasi : (tidak mengurangi 
jumlah SPM) 

No. Uraian Jumlah Ket. 

1.    

2.    

 Jumlah Rp......  

 

Pembebanan pada kegiatan SPM yang dibayarkan 

KODE 

KEGIATAN 

URAIAN NILAI Jumlah yang 

Diminta 

: ............ 

   Jumlah Potongan : ............ 

Jumlah Rp ..... Jumlah yang 

dibayarkan 

: ............ 

   Uang sejumlah : (............) 

Jumlah SPP yang diminta Rp .....  

……….., ........... 

Pengguna Anggaran 
 

Tanda tangan 

 

Nama lengkap 
 NIP. 

Terbilang 

Nomor dan tgl 
SPP 

: 

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA 

 

 

 
 



 

 

2. Format Surat Perintah Membayar GU 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

Ganti Uang (GU) 

Tahun Anggaran : Nomor SPM : 

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan-potongan 

KABUPATEN INDRAGIRI HULU No. Uraian Jumlah Ket. 

 

Supaya menerbitkan SP2D kepada 

1.    

2.    

SKPD  : ..............…………. 

Bendahara/pihak    : ........................... 

lain 

No rekening bank    :................ ……….. 
Nama bank    : ........................... 

NPWP     : ........................... 

Dasar Pembayaran : ........................... 
Untuk keperluan    : ........................... 

3.    

 Jumlah Rp......  

 

Informasi : (tidak mengurangi 
jumlah SPM) 

No. Uraian Jumlah Ket. 

1.    

2.    

 Jumlah Rp......  

 

Pembebanan pada kegiatan SPM yang dibayarkan 

KODE 

KEGIATAN 

URAIAN NILAI Jumlah yang 

Diminta 

: ............ 

   Jumlah Potongan : ............ 

Jumlah Rp ..... Jumlah yang 

dibayarkan 

: ............ 

   Uang sejumlah : (............) 

Jumlah SPP yang diminta Rp .....  
……….., ........... 

Pengguna Anggaran 

 
Tanda tangan 

 

Nama lengkap 
 

NIP

. 

Terbilang 

Nomor dan tgl 
SPP 

: 

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

3. Format Surat Perintah Membayar TU 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

SURAT PERINTAH MEMBAYAR 
Tambah Uang (TU) 

Tahun Anggaran : Nomor SPM : 

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan-potongan 

KABUPATEN INDRAGIRI HULU No. Uraian Jumlah Ket. 

 

Supaya menerbitkan SP2D kepada 

1.    

2.    

SKPD  : ..............…………. 
Bendahara/pihak     : ........................... 

lain 

No rekening bank     :................ ……….. 
Nama bank    : ........................... 

NPWP     : ........................... 

Dasar Pembayaran : ........................... 
Untuk keperluan     : ........................... 

3.    

 Jumlah Rp......  

 

Informasi : (tidak mengurangi 
jumlah SPM) 

No. Uraian Jumlah Ket. 

1.    

2.    

 Jumlah Rp......  

 

Pembebanan pada kegiatan SPM yang dibayarkan 

KODE 

KEGIATAN 

URAIAN NILAI Jumlah yang 

Diminta 

: ............ 

   Jumlah Potongan : ............ 

Jumlah Rp ..... Jumlah yang 

dibayarkan 

: ............ 

   Uang sejumlah : (............) 

Jumlah SPP yang diminta Rp .....  
……….., ........... 

Pengguna Anggaran 

 
Tanda tangan 

 

Nama lengkap 
 NIP. 

Terbilang 

Nomor dan tgl 
SPP 

: 

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

4. Format Surat Perintah Membayar LS 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

SURAT PERINTAH MEMBAYAR 
Langsung (LS) 

Tahun Anggaran : Nomor SPM : 

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan-potongan 

KABUPATEN INDRAGIRI HULU No. Uraian Jumlah Ket. 

 

Supaya menerbitkan SP2D kepada 

1.    

2.    

SKPD  : ..............…………. 

Bendahara/pihak    : ........................... 

lain 
No rekening bank    :................ ……….. 

Nama bank    : ........................... 

NPWP     : ........................... 
Dasar Pembayaran : ........................... 

Untuk keperluan   : ........................... 

3.    

 Jumlah Rp......  

 

Informasi : (tidak mengurangi 
jumlah SPM) 

No. Uraian Jumlah Ket. 

1.    

2.    

 Jumlah Rp......  

 

Pembebanan pada kegiatan SPM yang dibayarkan 

KODE 

KEGIATAN 

URAIAN NILAI Jumlah yang 

Diminta 

: ............ 

   Jumlah Potongan : ............ 

Jumlah Rp ..... Jumlah yang 

dibayarkan 

: ............ 

   Uang sejumlah : (............) 

Jumlah SPP yang diminta Rp .....  

……….., ........... 

Pengguna Anggaran 
 

Tanda tangan 

 

Nama lengkap 
 NIP. 

Terbilang 

Nomor dan tgl 
SPP 

: 

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

5. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA untuk SPM-UP 

 

 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  
Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 

 
 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-UP 

   Nomor : 
 

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) 

nomor. …………. tanggal ……….…. yang kami ajukan sebesar Rp. ................. 
(terbilang ..............). Untuk keperluan SKPD ............... Tahun Anggaran 

.............., dengan ini kami menyatakan yang sebenarnya bahwa: 

1. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut diatas akan dipergunakan untuk 

keperluan guna membiayai kegiata yang akan kami laksanakan sesuai 
DPA-SKPD 

2. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang 
berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS) 

 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan SPM-UP 
SKPD Kami. 

 

............ , tanggal ............ 
Pengguna Anggaran 

 

 

(nama lengkap)  
                             NIP. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

6. Checklist Kelengkapan Dokumen SPM-UP 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
 

 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-UP 

 

 

 
 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/KPA; 

 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi PPK-SKPD; 

 Fotokopi SPD; 

 SK UP. 
 

..........., tanggal ................ 

 
 

PPK SKPD  

 
(tanda tangan) 

 

 
.......................... 

        NIP.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ClO
O
o



 

 

7. Dihapus 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

8. Checklist Dokumen Kelengkapan Dokumen SPM-GU 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-GU 

 

 
  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/KPA; 

  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi PPK-SKPD; 

 Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran periode 
sebelumnya yang telah dibubuhi cap “Telah diteliti oleh PPK- SKPD” 

  Fotokopi SPD; 

  Rincian Anggaran Kas. 

..........., tanggal ................ 
 

 

PPK SKPD  
 

(tanda tangan) 

 
 

.......................... 

                          NIP.
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

9. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPM-TU 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-TU 
Nomor : 

 

 
Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang 

Persediaan (SPM-TU) nomor. …………. tanggal ……….…. yang saya ajukan 

sebesar Rp. ................. (terbilang ..............). Untuk keperluan SKPD ............... 
Tahun Anggaran .............., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya 

bahwa: 

1. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut di atas akan 

dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan 
tidak dapat ditunda. 

2. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut tidak akan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut 
ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung 

(LS). 

3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di …………………. sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan 

Internal/Eksternal sebagai bukti Pertanggungjawaban Keuangan. 

 
Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala 

pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan 

pengajuan SPM-TU SKPD kami. 

 
 

............ , tanggal ............ 

 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 

Anggaran 

 
 

 

(nama lengkap)  

                      NIP. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

sh
ie
s,



 
 

 

 

10. Checklist Dokumen Kelengkapan Dokumen SPM-TU 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-TU 

 
 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/KPA; 

 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi PPK-SKPD; 

 SPP-TU 
 Rincian rencana penggunaan dana 

 Fotokopi SPD; 

 Fotokopi DPA; 

 Surat Tanggap Darurat Bencana Dari Bupati; 
 RKB BTT-TU Tanggap Darurat Bencana; 

 Fotokopi Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran. 

 
..........., tanggal ................ 

 

 
PPK SKPD  

 

(tanda tangan) 
 

 

.......................... 

                    NIP. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

11. Dihapus 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

12. Checklist Dokumen Kelengkapan Dokumen SPM-LS Gaji & Tunjangan 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

  

 
CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-LS GAJI DAN TUNJANGAN 

 

 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran; 
 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi PPK-SKPD; 

 Rekap Gaji/Gaji Susulan/Rapel 

 Fotokopi SPD 
 Fotokopi DPA 

 Peraturan Perundangan Penghasilan DPRD & KDH 

 e-Billing Pajak 

 Lampiran Lain Sesuai Perundang-Undangan 
 

 

..........., tanggal ................ 
 

 

PPK SKPD 
 

 (tanda tangan) 

 
 

.......................... 

                  NIP. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

13. Checklist Dokumen Kelengkapan Dokumen SPM-LS TPP (termasuk 

didalamnya insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) 

 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  
Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 

 
 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-LS TPP 

 
 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran; 

 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi PPK-SKPD; 

 Fotokopi SPD 
 Fotokopi DPA 

 Perundang-Undangan Penghasilan DPRD & KDH 

 e-Billing Pajak 

 Peraturan Bupati Insentif (khusus pembayaran insentif) 
 SK Insentif (khusus pembayaran insentif) 

 Daftar Penerima Insentif (khusus pembayaran insentif) 

 Lampiran Lain Sesuai Perundang-Undangan 
 

..........., tanggal ................ 

 
 

PPK SKPD  

 
(tanda tangan) 

 

 

.......................... 
                    NIP.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

14. Checklist Dokumen Kelengkapan Dokumen SPM-LS Barang/Jasa 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-LS BARANG/JASA 

 

  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/ KPA; 
  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi PPK-SKPD; 

  Ringkasan Kontrak 

  BA Pembayaran 
  Surat Keterangan Denda dari PPTK 

  Setoran Denda 

  Fotokopi Jaminan Pemeliharaan 

  Fotokopi SPD 
  Fotokopi DPA 

  Appraisal Tanah 

Lampiran lain untuk SPM-LS Hibah/Bansos berupa barang/jasa 
  SK Bupati Penetapan Penerima Hibah/Bansos 

  Daftar Nama Penerima Hibah/Bansos, Besaran dan Nomor Rekening 

  Fotokopi Perbup Penjabaran Hibah/bansos beserta l ampirannya; 
dan 

 Lampiran Lain Sesuai Perundangan 

 
 

 

..........., tanggal ................ 

 
 

PPK SKPD  

 
(tanda tangan) 

 

 
.......................... 

                     NIP.

 
 

 

 

Dokumen yang berada pada Checklist Dokumen Kelengkapan Dokumen SPM-
LS Barang/Jasa disesuaikan dengan jenis pembayaran barang/jasa yang 

dilakukan. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

15. Checklist Dokumen Kelengkapan Dokumen SPM-LS Hibah/Bansos 

Uang 

 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  
Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 

 
 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-LS 

HIBAH/BANSOS UANG 

 

 

 
 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/KPA; 

 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi PPK-SKPD; 

 Fotokopi SPD 

 Fotokopi DPA 
 SK Bupati Penetapan Penerima Hibah/Bansos 

 Daftar Nama Penerima Hibah/Bansos, Besaran dan Nomor Rekening 

 Fotokopi Nomor Rekening Bank Pihak Penerima 
 Fotokopi Perbup Penjabaran Hibah/bansos beserta lampirannya 

 Peraturan Bupati tentang Bansos berupa uang 

 Lampiran Lain Sesuai Perundangan 
 

..........., tanggal ................ 

 
 

PPK SKPD  

 

(tanda tangan) 
 

 

.......................... 
              NIP.

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

16. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPM-LS Bantuan 

Keuangan/Subsidi/Bagi Hasi/BTT/Pengembalian Atas Kelebihan 

Penerimaan Daerah Tahun Sebelumnya Yang Telah Ditutup/ 
pembayaran kewajiban pemda atas keputusan pengadilan dan 

rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK/ Pengeluaran 

Pembiayaan 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

Nomor: 

 

Nama SKPD  : …………………………………**) 

Jenis Belanja   : LS - Bantuan Keuangan/Subsidi/Bagi Hasil/ 
BTT/Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah 

Tahun Sebelumnya Yang Telah Ditutup/ pembayaran 

kewajiban pemda atas keputusan pengadilan dan 
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi 

BPK/Pengeluaran Pembiayaan 

 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran ................. **) 

        Menyatakan bahwa: 

1.  bertanggung jawab secara formal atas segala pengeluaran yang 
telah dibayar lunas oleh BUD/Kuasa BUD; 

2.  Penerima bertanggung jawab secara formal dan material atas 

transaksi dan bukti yang sah dan lengkap; 
3.  Bukti-bukti pengeluaran yang asli dan sah tersimpan pada penerima, 

dan salinan pada SKPD teknis untuk kelengkapan administrasi dan 

keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan; 

4.  Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan 
kerugian daerah, menjadi tanggungjawab sepenuhnya penerima. 

Dengan perincian sebagaimana terlampir dalam SPM LS-

SUBSIDI sebagai berikut: 

 

Nomor SPM Tanggal SPM Jumlah SPM 

   

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

………………, ……….. 
 

Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran 
 

(nama lengkap)  

NIP. 
   **) diisi nama SKPD 

 

 



 

 

17. Checklist Dokumen Kelengkapan Dokumen SPM-LS Bantuan 

Keuangan/Subsidi/Bagi Hasi/BTT/Pengembalian Atas Kelebihan 

Penerimaan Daerah Tahun Sebelumnya Yang Telah Ditutup/ 
pembayaran kewajiban pemda atas keputusan pengadilan dan 

rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK/Pengeluaran 

Pembiayaan 

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-LS BANTUAN KEUANGAN/ 

SUBSIDI/ BAGI HASIL/ BTT/ PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN 

PENERIMAAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA YANG TELAH DITUTUP/ 
PEMBAYARAN KEWAJIBAN PEMDA ATAS KEPUTUSAN PENGADILAN DAN 

REKOMENDASI APIP DAN/ATAU REKOMENDASI BPK/ PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 
 

 

  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/KPA; 
  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi PPK-SKPD; 

  Fotokopi SPD 

  Fotokopi DPA 
 Peraturan Bupati yang mendasari pemberian Bantuan Keuangan/ Bagi 

Hasil 

  SK Bupati tentang ketentuan subsidi/Bagi Hasil 

  Fotokopi Nomor Rekening Bank Pihak Penerima 
  Surat tanda setoran kelebihan pendapatan ke Rekening Kas Umum 

Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang telah diverifikasi oleh BUD. 

  Permohonan pengembalian kelebihan setoran dari pemohon yang 
menyebutkan jumlah kelebihan setoran dan nomor rekening bank 

penerima; 

 Keputusan pengadilan dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi 
BPK 

  Lampiran Lain Sesuai Perundangan 

 
..........., tanggal ................ 

 

 
PPK SKPD  

 

(tanda tangan) 

 
 

......................... 

NIP.
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

18. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPM-LS Bunga 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

NOMOR: 

 

Nama SKPD : …………………………………**) 

Jenis Belanja : LS-BUNGA 
 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna nggaran/ Kuasa 

Pengguna Anggaran ................. **) Menyatakan bahwa saya bertanggung 
jawab penuh secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah 

dibayar lunas oleh BUD/Kuasa BUD kepada yang berhak menerima dengan 

perincian sebagaimana terlampir dalam SPM LS BUNGA sebagai berikut : 

 

Nomor SPM Tanggal SPM Jumlah SPM 

   

 

Bukti-bukti pembayaran yang menjadi lampiran SPM LS-BUNGA tersimpan 

pada SKPD kami untuk kelengkapan administrasi dan keperluan 

pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.  
 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 
 

………, …………… 

Pengguna Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Anggaran 

 

 
 

(nama lengkap)  

NIP. 
 

**) diisi nama SKPD

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

19. Checklist Dokumen Kelengkapan Dokumen SPM-LS Bunga 
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

 
CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-LS BUNGA 

 

 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/KPA; 

 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi PPK-SKPD; 
 Fotokopi SPD 

 Fotokopi DPA 

 Fotokopi Nomor Rekening Bank Pihak Penerima 
 Lampiran Lain Sesuai Perundangan 

 

 
 

..........., tanggal ................ 

 
 

PPK SKPD 

 (tanda tangan) 

 
 

.......................... 

NIP.
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

20. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD untuk UP/GU/TU/LS 
 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 
 

 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN 

DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-UP/GU/TU/LS *) 
 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
 

Nama   : ................................. 

NIP   : ................................. 

Jabatan  : PPK SKPD 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat 

Permintaan Pembayaran UP/GU/TU/LS*) nomor ……………... tanggal 
…………….. telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak 

benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang 
berlaku. 

 

  Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa 
paksaan dari pihak manapun. 

 

 

 
............ , tanggal ............ 

 

 
PPK- SKPD 

 

 
 

Nama Lengkap)  

NIP.
 

 

 
*) : diisi jenis belanja 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

N. PERINTAH PENCAIRAN DANA 

1.  Ketentuan Umum 

a.  Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk 
mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang 

diterima dari PA/KPA. 

b.  Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank 

operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD 
dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai 

jenis SPM yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat 

informasi, aliran data serta penggunaan dan penyajian 
dokumen. 

c.  Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima 

dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra 
kerjanya. 

d.  Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM 

diterima kecuali Gaji dan Tambahan Penghasilan paling lama 3 (tiga) 
hari kerja. 

e.  Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban 

untuk: 
1)  meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA 

berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 

2)  menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD 

yang tercantum dalam perintah pembayaran; 
3)  menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan 

4)  memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran 

Daerah. 
f.  Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA 

apabila: 

1)  tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 
dan/atau 

2)  pengeluaran tersebut melampaui pagu; 

3)  Dokumen lampiran SPM belum lengkap dan sah. 
g.  Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak 

diterbitkan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya 

SPM. 

h.  Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan 
memuat informasi tentang: 

1)  Baki Rekening yang akan dicairkan; 

2)  Jumlah total dana RKUD yang dicairkan; 
3)  Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci 

menjadi: 

(a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga 
penyedia barang/jasa; 

(b) potongan yang bersifat transitoris diperlakukan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
i.  Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD 

dengan Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan 

dalam Perintah Pencairan Dana tersampaikan antara kedua 

belah pihak dengan tetap memperhatikan keamanan digital pada 
sistem masing- masing. 

 

2.  Ketentuan Pelaksanaan 
a. PA/KPA pengajuan SPM kepada BUD yang disertai dokumen: 

1)  checklist kelengkapan dokumen SPM yang ditandatangani oleh 

PA/KPA; 
2) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD; 



 

 

3) checklist kelengkapan dokumen SPP yang ditandatangani 

oleh PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD; 

4)  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, 
b.  Kuasa BUD berdasarkan pengajuan SPM melakukan verifikasi 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; 
2)  Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; 

3)  Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi 
persyaratan pengajuan SPM; 

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD 

yang tercantum dalam perintah pembayaran. 
c.  Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ atau 

KPA apabila : 

1)  dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan SPM tidak 
lengkap dan sah sesuai peraturan perundang- undangan. 

2)  belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak 

tersedia. 
d.  Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan 

dalam proses verifikasi tersebut, BUD/ Kuasa BUD 

mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari 

terhitung sejak diterimanya SPM. 
e.  Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 

menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan 

dalam SP2D. 
f. SPM dan SP2D diterbitkan dan berlaku pada tahun anggaran 

berkenaan kecuali Gaji Januari tahun berikutnya. 

 
 

3.  Dokumen Terkait 

 Ilustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai berikut: 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

a. SP2D 

 

 

KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA 

(SP2D) 
Nomor : …………….. 

Nomor SPM  : 

Tanggal        :  

Nama SKPD : 

Dari : BUD/Kuasa BUD 

NPWP :  

Tahun Anggaran: 

Bank Pengirim : ……………………………………………………………………………  

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki  

Rekening Nomor … … … … 
Uang sebesar Rp ………(terbilang... ) 

Kepada                  : ……………………………………..  

NPWP                    : ……………………………………..  
No.Rekening Bank : ……………………………………..  

Bank Penerima     : ……………………………………..  

Keperluan Untuk  : …………………………………….. 

Pagu Anggaran     : Rp.……………………...…………. 

 

NO 

KODE KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN 

 

URAIAN 

JUMLAH 

(Rp) 

1    
2    
3    
Jumlah  

Potongan-potongan: 

No. Uraian (No. Rekening) Jumlah 

(Rp) 

Keterangan 

1.    
2.    
3.    
Jumlah   

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) 

No. Uraian (No. Rekening) Jumlah 

(Rp) 

Keterangan 

1.    
2.    
3.    
Jumlah   

SP2D yang Dibayarkan 

Jumlah yang Diminta Rp. ................ ,- 

Jumlah Potongan Rp. ................ ,- 

Jumlah yang Dibayarkan Rp. ...................,- 

Uang Sejumlah: ...................................................................................... 

 

Lembar 1 Bank yg Ditunjuk 
Lembar 2 PA/KPA 

Lembar 3 Arsip Kuasa BUD  

Lembar 4 Pihak penerima 

............, tanggal ..... ...... ....... 

Kuasa Bendahara Umum Daerah 

ttd 

Nama lengkap 

NIP. 



 

 

 

O.  PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN 

1. Ketentuan Umum 
a .  Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus 

melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja yang menjadi 

kewenangannya. 
b.  Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran 

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen. 
c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, 

menggunakan buku-buku sebagai berikut: 
1)  Buku Kas Umum 

2)  Buku Pembantu Bank 

3)  Buku Pembantu Kas Tunai  
4)  Buku Pembantu Pajak 

5)  Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja. 

d.  Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain: 
1)  Bukti transaksi yang sah dan lengkap; 

2)  SPP-UP/GU/TU/LS; 

3)  SPM-UP/GU/TU/LS; 

4)  SP2D; 
5)  Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-

undangan. 

 
2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Penerimaan Uang Persediaan 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D- 

UP/GU/TU, dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas 

Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank di 
sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP2D-

UP/GU/TU. 

b .  Pelimpahan Uang Persediaan 

Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran 
Pembantu dicatat pada BKU disisi pengeluaran, serta pada Buku 

Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP 

yang dilimpahkan. 
c. Pergeseran Uang Persediaan 

 Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di 
bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi 

pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi 

pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi 
penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser. 

d .  Pembayaran belanja oleh Bendahara 

 Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan 
bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non 

tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi 

pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu 
Bank di sisi pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Sub Rincian 

Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja 

bruto. 
 

 



 

 

e .  Belanja melalui LS 

 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS 
dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan 

sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada 

Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS 

sebesar jumlah belanja bruto. 
f.  Pemungutan dan Penyetoran Pajak 

1)  Pada saat pemungutan/pemotongan pajak, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat 
pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak 

di sisi penerimaan. 

2)  Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat 

pada BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di 

sisi pengeluaran. 
3)  Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan 

dengan ditandatangani oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan 

PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan 

Kas. 

 
 

3. Dokumen Terkait 

 Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran antara lain 
sebagai berikut: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

1) Register SPP-SPM-SP2D 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
 

 

REGISTER SPP/SPM/SP2D 

 

 

No JENIS 

(UP/GU/ 

TU/LS 

SPP SPM SP2D URAIAN JML KET 

  TGL. NO. TGL NO. TGL NO.    

           

           

           

           

 
 

Bendahara Pengeluaran / 

Pembantu 

 
Nama 

NIP. .

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

2) Buku Kas Umum 

 

 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  
Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 

 
 

 

 
BUKU KAS UMUM 

PERIODE : ........... 

 
 

No. Tanggal No. 
Bukti 

uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu Rp. …........................................ 

(terbilang……………………………………………………) 

Terdiri dari : 
a) Tunai : Rp. …………………. 

b) Bank : Rp. ……………….... 

 
Disetujui Oleh,      Disiapkan Oleh, 

Pengguna Anggaran/    Bendahara Pengeluaran /  

 Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran  

             Pembantu 
 

 

 
Nama             Nama 

                   NIP.                NIP.

 
 

 

 
 

 

 



 

 

3) Buku Pembantu Bank  

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
 

 

 
BUKU PEMBANTU BANK 

PERIODE : ........... 

 
 

No. Tanggal No. 
Bukti 

uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

       

       

Disetujui Oleh,    Disiapkan Oleh, 
Pengguna Anggaran/   Bendahara Pengeluaran / 

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu 

 
 

  

        Nama     Nama 
NIP.     NIP. 

 



 

 

 

4) Buku Pembantu Kas Tunai 

 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  
Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 

 
 

 

BUKU PEMBANTU 
KAS TUNAI PERIODE : 

........... 

 
 

No. Tanggal No. 
Bukti 

uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

       

       

 

 

 
 

Disetujui Oleh,    Disiapkan Oleh, 

Pengguna Anggaran/   Bendahara Pengeluaran / 
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu 

 

 

  
        Nama     Nama 

NIP.     NIP. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

5) Buku Pembantu Pajak 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
 

BUKU PEMBANTU PAJAK  

PERIODE : ........... 
 

 

No. Tanggal No. 

Bukti 

uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

       

       

       

       

 

 
 

 

Disetujui Oleh,    Disiapkan Oleh, 

Pengguna Anggaran/   Bendahara Pengeluaran / 
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu 

 

 
  

        Nama     Nama 

NIP.     NIP. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

6) Buku Pembantu per Sub Rincian Objek 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
 

 

Kode Rekening   :  ......... 
Nama Rekening   :  ......... 

Jumlah Anggaran (DPA)  :  Rp. ………… 

Jumlah Anggaran (DPPA) :  Rp. ………… 
:  

 

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK 
BELANJA 

Periode : 

............... 

 
 

No. Tanggal No. 

BKU 

Uraian Belanja 

LS 

Belanja 

TU 

Belanja 

UP/GU 

Saldo 

        

        

 

 
Disetujui Oleh,    Disiapkan Oleh, 

Pengguna Anggaran/   Bendahara Pengeluaran / 

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu 
 

 

  
        Nama     Nama 

NIP.     NIP. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

P. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 

PENGELUARAN 

1.  Ketentuan Umum 
a. Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus 

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). 

b. Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara memuat 
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen 

yang dapat dilakukan secara elektronik. 

c. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib 
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada 

PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional 

atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan 

menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat 
tanggal 10 bulan berikutnya. 

e. Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara 
fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan 

pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA. 

f. Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan 

Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. 
g. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan 

pertanggungjawaban atas pengelolaan yang terdapat dalam 

kewenangannya. 
h. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas Penggunaan 

UP: 

1)  LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada 
setiap pengajuan GU. 

2)  LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-

SKPD dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 
3)  LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan 

SPP- GU. 

4)  Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan sebagai 

laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi. 
Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP 

ke RKUD. 

i. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas penggunaan 
TU 

1) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan 

untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada 

waktu yang ditentukan sejak TU diterima. 
2)  Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada 

PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU 

yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 

3)  PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA. 

 

j. Pertanggungjawaban Administratif 
1)  Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh 

Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK- SKPD paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya; 
 



 

 

2)  Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang 

menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu 

anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang 
dilampiri: 

a) BKU; 

b) Laporan penutupan kas (BKU); dan 

c) LPJ Bendahara PengeluaranPembantu 
3)  Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif 

disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib 

melampirkan bukti setoran sisa UP. 
k. Pertanggungjawaban Fungsional 

1)  Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh 

Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling 
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

2)  Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan 

konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, 
dilampiri: 

a) BKU; 

b) Laporan penutupan kas; 
c) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan 

d) Fotokopi rekening bank Bendahara Pengeluaran. 

3)  Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh 

Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah 
mendapat persetujuan PA. 

4)  Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggung-jawaban 

fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan 
Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP. 

 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP 

1)  Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran 

menyiapkan LPJ penggunaan UP. 
2)  Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan 

kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai 

lampiran pengajuan SPP-GU dengan dilampiri bukti-bukti 

yang lengkap dan sah. 
b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU 

1)  Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU 

setelah TU yang dikelolanya telah habis digunakan untuk 
mendanai suatu sub kegiatan dan/atau telah sampai pada 

waktu yang ditentukan sejak TU diterima. 

2)  Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU 
kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti 

belanja yang lengkap dan sah. 

3)  PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU 
sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a)  Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan. 
b)  Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran. 

c) Meneliti keabsahan bukti belanja.  
c. Pertanggungjawaban Administratif 

1)  Penyusunan LPJ 

a)  Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu 
menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu 

untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 



 

 

b)  Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ 

Bendahara serta melakukan konsolidasi dengan LPJ 

Bendahara Pembantu. LPJ Bendahara memberikan 
gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan sisa pagu 

anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang 

dilampiri: 

(1) BKU; 
(2) Laporan Penutupan Kas; 

(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

2)  Penyampaian LPJ Administratif 
a)  Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara 

kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 
b)  PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 

administratif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja 
yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan 

terkait 

(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan 
dalam buku atau laporan terkait 

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan 

terhadap proses belanja dan pengeluaran kas 

c)  Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan 
ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK 

SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan 

kepada Bendahara Pengeluaran. 
d)  Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, 

maka PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan 

persetujuan LPJ Bendahara secara administratif kepada 
Pengguna Anggaran. 

e)  Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang 

sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan. 
d. Pertanggungjawaban Fungsional 

1)  Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh 

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran 

menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada 
PPKD selaku Kuasa BUD untuk ditandatangani, paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. 

2)  PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan 
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk 

persetujuan. 

e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu atas 
penggunaan Limpahan UP 

1) Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara 

Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan 
UP. 

2) Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan 

kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP 

yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 
3) LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara 

Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara 

Pengeluaran. 
 

 

 
 



 

 

f.  Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu atas 

penggunaan TU 

1)  Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang 

dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk 

mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada 

waktu yang ditentukan sejak TU diterima. 
2)  Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada 

KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang 

dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 
3)  PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 

penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA. 

g. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu 
1)  Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ 

kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan 

berikutnya,dilampiri: 
a) BKU;dan 

b) Laporan penutupan kas. 

2)  PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap 
LPJ sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan 

persetujuan. 

 

 
3.  Dokumen Terkait 

Dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Pengeluaran antara lain sebagai berikut:
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

1) LPJ-UP 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  

Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 
website..... Kode Pos……. 

 

 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN 

PERIODE : ........... 

 
Besaran UP berdasarkan SK Bupati : 

Uang Persediaan (UP) Awal Periode  : .........  

Penggunaan Uang Persediaan (UP)   : ……...  
Uang Persediaan (UP) Akhir Periode : ………  

Urusan : ……… 

Bidang Urusan : ………  
Program : ………  

Kegiatan : ……… 

Sub Kegiatan : ……… 

 
 

Kode 

Rekening 

Uraian Jumlah 

Anggaran 

Belanja 

Periode 

ini 

Akumulasi 

Belanja 

Sisa 

Anggaran 

      

      

      

 

Urusan             : ………  

Bidang Urusan : ………  
Program            : ………  

Kegiatan           : ……… 

Sub Kegiatan    : ……… 

 

 

Kode 

Rekening 

Uraian Jumlah 

Anggaran 

Belanja 

Periode 

ini 

Akumulasi 

Belanja 

Sisa 

Anggaran 

      

      

      

 

Bendahara 

Pengeluaran 
 

 

Nama 
NIP:……..

 

 

 
 



 

 

 

Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran 

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

2) LPJ-TU 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  
Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 

 
 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG 

PERSEDIAAN 
PERIODE : ........... 

 

 
Program               : ……… 

Sub Kegiatan       : ……… 

Tanggal SP2D TU : ……… 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
TOTAL 

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) 

SISA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) 

 

 

 

 
Menyetujui,    Disiapkan Oleh, 

Pengguna Anggaran/   Bendahara Pengeluaran / 

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu 
 

 

  
        Nama     Nama 

NIP.     NIP. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

3) Laporan Penutupan Kas 

 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

                                                              SKPD  
Jl. .. No... Kecamatan  .. Telp ... Faksimile... email.. 

website..... Kode Pos……. 

 
 

 

LAPORAN PENUTUPAN KAS 
Bulan:……….. 

 

 
Kepada Yth, 

…………………………. 

…………………………. 
Di Tempat 

 

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor …. Tahun 

……… mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, 
bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang 

terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD ……….. adalah sejumlah 

Rp…………… dengan perincian sebagai berikut: 
A. Kas di Bendahara Pengeluaran  

A.1 Saldo awal bulan tanggal   Rp  

A.2 Jumlah Penerimaan   Rp. 
A.3 Jumlah Pengeluaran                  Rp.   

A.4 Saldo akhir bulan tanggal  Rp. 

Saldo Akhir Bulan tanggal……terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp…. 
dan saldo di bank sebesar Rp…………  

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu  

A.1 Saldo awal bulan tanggal   Rp. 

A.2 Jumlah Penerimaan   Rp.  
A.3 Jumlah Pengeluaran   Rp.             . 

A.4 Saldo akhir bulan tanggal  Rp. 

Saldo Akhir Bulan tanggal……terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp….. 
dan saldo di bank sebesar Rp………… 

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran 

C.1 Saldo Kas Tunai Rp.  

C.2 Saldo Bank Rp. 

C.3 Saldo Total   Rp.   

 

Bendahara Pengeluaran 
 

 

 
Nama 

NIP : ……..

 

 
 

 

 



 

 

4) SPJ Administratif 

 

 

 
KOP SKPD 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 

 (SPJ ADMINISTRATIF) 

PERIODE : ........... 

Kode 
Rek
e 
nin
g 

Urai 
an 

Juml
a 
h 

Ang
g 

aran 

SPJ LS Gaji SPJ LS Barang 
dan 
Jasa 

SPJ UP/GU/TU Juml
a 
h 

SPJ 
(LS+ 
UP/
GU/ 
TU) 
s.d 

bula
n ini 

Sisa 
Pag
u 

Ang
g 

aran 

s.d 
Bula

n 
Lalu 

Bul 
a
n 
in
i 

s.d 
Bula
n ini 

s.d 
Bul 
an 
Lal
u 

Bula
n 
ini 

s.d 
Bula
n ini 

s.d 
Bula

n 
Lalu 

Bula
n 
ini 

s.d 
Bula
n ini 

              

              

              

JUMLAH             

Penerimaan            

-SP2D           

- Potongan Pajak          

a. PPN           

b. PPh 21           

c. PPh 22           

d. PPh 23           

-Lain-Lain           

Jumlah Penerimaan          

Pengeluaran           

-SPJ (LS+UP/GU/TU)          

-Penyetoran Pajak          

a. PPN           

b. PPh 21           

c. PPh 22           

d. PPh 23           

-Lain-lain           

Jumlah Pengeluaran          

Saldo kas            

             

 
Menyetujui,                                Disiapkan oleh,  

Pengguna Anggaran                   Bendahara Pengeluaran 

 
 

 

Nama                                      Nama 
    NIP : ……..                              NIP: …….. 

  

 

 



5. SPJ Fungsional

KOP SKPD
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ FUNGSIONAL)
PERIODE °

Kode | Urai | Jumla SPJ LS Gaji SPJ LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumla
Reke an h dan Jasa h SPJ {LS+
ning Anse [sd | Bul | sd |sd | Bulan] od sd [Bulan [sa | ttG

| Bulan | an | Bula | Bul | ini | Bula | Bulan | ini | Bula /TU) s.¢a a bulan iniLalu ini nn an nn Lalu n ini
Lalu

Sisa
Pagu
Angg
aran

JUMLAH
Penerimaan
-SP2D
-Potongan
Pajak
a. PPN
b. PPh 21
c. PPh 22
d. PPh 23
-Lain-Lain
Jumlah Penerimaan

Pengeluaran
|

-SPJ (LS+UP/GU/TU)
-Penyetoran Pajak
a. PPN
b. PPh 21
c. PPh 22
d. PPh 23
-Lain-lain
Jumlah Pengeluaran
Saldo kas

Menyetujui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Nama Nama
NIP - NIP:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN BUPATI INDRAGIRI HULU,

\
ttd

REZITA MEYLANI YOPI
TRI JONI, S.H., M.M.

NIP. 19710603 199803 1005

do

HUKUM
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